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Judul : Pengaruh Partisispasi Anggaran, Paternalistic Culture dan Job
Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial Dengan
Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada
SKPD Kota Makassar)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran,
paternalistic culture dan job relevant information terhadap kinerja manejerial dengan
pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai keuangan SKPD di Makassar. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam penelitian ini adalah
pengelolaan keuangan minimal bekerja selama 1 tahun yang terdiri dari Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, adapun sampel dalam penelitian
ini berjumlah 40. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer
yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data
menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan
pendekatan Uji Interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Analisis
regresi linear berganda untuk hipotesis partsisipasi anggran, paternalistic culture dan
job relevant information terhadap minerja manejerial. Analisis regresi moderasi
dengan Uji Interaksi untuk hipotesis kineja manejerial denagan moderasi
penegndalian internal.
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa
partisipasi anggaran dan paternalistic cuklture berpengaruh terhadap kinerja
manejerial sedangkan job relevant information tidak berpengaruh terhadap kinerja
manejerial. Analisis regresi moderating dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan
bahwa pengendalian internal mampu memoderasi partisipasi anggaran dan
paternalistic culture terhadap kinerja manejerial, sednagkan pengendalian internal
tidak mampu memoderasi job relevant information terhadap kinerja manejerial.
Kata kunci : partisipasi anggaran, paternalistic culture, job relevant information,




Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat
dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) untuk menunjang dalam
persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah
memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk ;
Memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
(Marchelino, 2013).
Otonomi  daerah merupakan  fenomena  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  era
demokratisasi,  globalisasi  terlebih  dalam  era  reformasi.  Bangsa  dan  negara
Indonesia menumbuhkan  manusia-manusia  bermental  pembangunan  yang
berkualitas. Otonomi  daerah  merupakan bagian  sistem  politik  yang  diharapkan
memberi  peluang  bagi  warga  negara  untuk  lebih  mampu  mengembangkan daya
kreativitasnya, dengan  demikian ”Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era
globalisasi  dan  reformasi.  Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan
masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini”(Pratama, 2015).
Otonomi daerah menuntut adanya reformasi manajemen keuangan daerah
terutamanya dalam penganggaran. Reformasi penganggaran yang dimaksud
merupakan perubahan dari sistem anggaran tradisional (traditional budgeting)
menjadi sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Sistem
anggaran berbasis kinerja merupakan proses pembangunan yang efisien dan
partisipatif dengan harapan dapat meningkatkan kinerja daerah (Pratama, 2015).
Indonesia  menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan
keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
melalui  Otonomi Daerah. Pada organisasi pemerintahan di Indonesia sejalan dengan
pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta
lahirnya empat paket perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang
keuangan negara, UU No. 1 tahun 2001 tentang perbendaharaan negara, UU No 15
tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
serta UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah
terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan
keuangan, khususnya perencanaan serta anggaran pemerintah dan organisasi sektor
publik lainnya (Selvi, dkk 2014).
Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki
kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah
untuk senantiasa tanggap akan tuntunan lingkungannya, dengan berupaya
memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya
pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Peningkatan kinerja dapat
dilakukan dengan cara melakukan pembenahan dan perbaikan terus menerus pada
tingkat kepengurusan organisasional guna mencapai hasil dari strategi yang telah
ditetapkan.
Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Artinya untuk mencapai kinerja organisasi yang baik diperlukan
kemampuan dan bakat yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu yang terlibat
didalamnya, serta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebab kinerja yang baik tercipta dari adnaya kegiatan penyelesaiaan tugas secara
optimal oleh pegawai/manajer dengan menggunakan kemampuan, pengetahuan dan
bakatnya serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga menghasilkan kinerja
yang baik dan nantinya akan berpengaruh pada peningkatan kinerja manajerial dalam
organisasi tersebut. Disamping itu, keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari
peran manajer didalamnya, karena manajer merupakan individu yang paling
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, salah satu ukuran
keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kinerja manajerialnya (Herda, 2013)
Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik berlomba dalam kinerja
dan pelayanan, hal ini untuk tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah agar
mendekatkan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, banyak investasi
masuk, kesejahteraan masyarakat membaik dan memudahkan masyarakat untuk
memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah pusat maupun daerah dalam
menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan
dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas, sehingga pemerintah merumuskan
berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran (Yesi Kristiani dkk, 2018).
Asas umum pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, asas umum
tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu:
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan  perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan dalam
suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka
dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan,
penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam  mewujudkan
visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk
penetapan anggaran. Keberhasilan proses penyusunan anggaran salah satunya dapat
dipengaruhi oleh sikap  dan  perilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan
anggaran (Arifin dan Rohman, 2012).
Dalam mengenai kinerja aparatur pemerintah masih menjadi sorotan terutama
sejak timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempersoalkan
nilai yang mereka peroleh atas pelayanan  yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Selama ini pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pencapaian sasaran
atau pun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan serta
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.
Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi oleh ketersediaan
beberapa hal seperti : kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik, sumber daya
manusia maupun sumber dana. Berkaitan dengan hal tersebut, manusia memegang
peranan yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan operasional suatu
organisasi, hal ini dikarenakan manusia merupakan suatu individu yang memunyai
pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan tertentu serta sebagai unsur
pelaksana dari kebijakan dalam suatu organisasi (Rante dan Djamhuri, 2014).
Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan sistem
pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif
dan efisien. Salah satu elemen maupun indikator penting dalam sistem pengendalian
manajemen adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam
mengalokasikan keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki organisasi
untuk mencapai tujuan. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang
beberapa tujuan anggaran memberi dasar bagi manajer untuk mengukur efisiensi,
mengidentifikasi masalah dan mengendalikan biaya (Nurainun, 2017).
Proses penganggaran merupakan suatu sarana untuk mengoordinasikan
organisasi secara menyeluruh dalam rencana tindakan. Rencana ini didasarkan atas
kinerja masa lalu dan dibentuk oleh pertimbangan mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi pelaksanaan bisnis di masa mendatang. Anggaran menjadikan proses
pengambilan keputusan lebih efektif dengan membantu manajer menghadapi ketidak
pastian untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen perusahaan. Setiap
organisasi, perusahaan, maupun instansi tentunya memerlukan anggaran untuk
menjalankan kegiatan sehari-hari. Anggaran yang efisien dan efektif memerlukan
partisipasi dari anggota organisasi, sehingga setiap anggota organisasi dituntut untuk
aktif dalam berpartispasi menyusun anggaran dan bersikap positif jika mengalami
konflik peran. Selain itu, faktor personalitas pada kemampuan pekerjaan juga harus
tinggi karena dapat mempengaruhi pencapaian kinerja (Nugrahani, 2013).
Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi
sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan
kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Sebagai alat perencanaan,
anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan
dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan
serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran merupakan
faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja
manajerial. Makin kompleks masalah menyebabkan banyak kegiatan yang harus
dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat, efektif dan efisien, dengan tidak
mengeluarkan sumber daya secara berlebihan. Tujuan anggaran adalah proses
akuntansi dan proses manajemen, dimana anggaran sebagai salah satu aspek penting
dalam sistem pengendalian memainkan peran menentukan dalam tujuan perusahaan
(Hastuti dan Wahyuningsari, 2010).
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara  telah
menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau
kinerja aparatur dalam proses penyusunan anggaran, disebutkan bahwa masalah yang
tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah
penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja
merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada
kinerja yang ingin dicapai.
Kinerja manajerial merupakan penilaian atas  hasil pelaksanaan peran manajer
yang dijalankan di dalam organisasi. Kinerja manajer  diukur melalui
kegiatankegiatan  manajer yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengaturan
staf,  pengawasan, dan evaluasi (Ferawati, 2011). Kinerja manajerial  menunjukkan
kemampuan dan prestasi seorang manajer dalam menjalankan  organisasi untuk
mewujudkan tujuan yang mengarah kepada tercapainya pelayanan publik.
Wiratmi, dkk (2014) mengatakan Budaya merupakan konsep yang sulit untuk
dirumuskan karena ia tidak berwujud dan dianggap sudah semestinya ada atau
menjadi sesuatu yang baku. Nur Rahardjo (2009) mengatakan Aspek budaya
merupakan bagian penting dalam memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran
dengan kinerja.Terlebih lagi budaya paternalistik yang di Indonesia kedudukannya
masih cukup kuat.Paternalisme menjembatani kemanusiaan dan eksploitasi ekonomi.
Budaya Paternalistik menurut Ritonga (2008) adalah budaya dimana atasan berperan
sebagai “Bapak” yang lebih tau akan segala hal, sehingga bawahan merasa tidak enak
jika menyampaikan usulan apalagi mengkritik kesalahan atasan. Budaya paternalistik
menggambarkan suatu budaya oraganisasi dimana para manajer tingkat menengah
dan bawah masih merasa sungkan terhadap atasannya untuk mengungkapkan apa
yang menjadi pikiran, gagasan dan ide mereka, meskipun para manajer tersebut tahu
bahwa hal itu lebih baik dari pada sekedar menuruti perintah atasan. Tipe manajemen
dengan budaya paternalistik akan mengurangi inisiatif bawahan dalam
mengemukakan pikiran, gagasan, dan ide sehingga menghambat adanya partisipasi
dari para bawahan dalam penyusunan anggaran.
Kurnia (2004) mengemukakan faktor kultural dalam suatu negara dapat
mempengaruhi hubungan pertisipasi dengan kinerja yang diharapkan. Penelitian
Supriono (2004) menunjukkan perilaku dan budaya manajer berpengaruh terhadap
kinerja. Budaya dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkat, yaitu: nasional,
gender, generasi, kelas sosial, perusahaan/organisasi. Pada tingkat organisasi, budaya
merupakan serangkaian asumsi-asumsi, keyakinan (belief), nilai-nilai dan persepsi
dari para anggota kelompok organisasi yang mempengaruhi dan membentuk sikap
dan perilaku kelompok yang bersangkutan pada konteks organisasi, “Paternalisme
baru” dikembangkan untuk kemanusiaan dan “moralitas” tempat kerja dengan
membangun sistem manajemen yang lebih fleksibel sebagai ganti dari hubungan
kontrak yang kaku antara pekerja dan pemberi kerja. Lubis (2009) menyatakan
budaya paternalistik adalah budaya yang menganggap bahwa atasan sebagai bapak
dan bawahan sebagai anak. Atasan yang berperan sebagai bapak akan merasa lebih
tahu tentang segala hal dan menginginkan bawahan mengikuti semua perintahnya.
Sebaliknya, bawahan yang menganggap atasan sebagai bapak merasa tidak enak jika
menyampaikan usulan yang bersifat mengkritik kesalahan atasan karena bawahan
menganggap atasan lebih tahu tentang segala hal.
Job Relevent Information merupakan informasi yang dapat membantu manajer
dalam memilih tindakan yang terbaik melalui  informed effort  yang lebih baik (Kren,
1992). Partisipasi penganggaran memungkinkan adanya transfer informasi yang
memadai antara atasan dan bawahan sehingga akan diperoleh tingkat pemahaman
yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas. Lawer (1973)
menemukan bukti bahwa pengetahuan yang berhubungan dengan tugas tersebut dapat
meningkatkan kinerja. Tersedianya informasi yang berhubungan dengan tugas akan
meningkatkan pilihan terhadap tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.
Job relevant information menunjukkan peran informasi dalam memudahkan
pembuatan keputusan yang berhubungan dengan jabatan (Yusfaningrum, 2005). Hal
ini karena adanya partisipasi manajer tingkat bawah memiliki kesempatan untuk
memberikan informasiyang mereka miliki untuk membantu dalam pembuatan
keputusan. Sehingga dengan adanya informasi yang relevan dengan tugas maka
tujuan organisasi yang diharapkan akan tercapai.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial aparatur pemerintah
daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan SPI pada
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008,
SPI mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, mencegah
ketidakkonsistenan dan mempermudah proses audit laporan keuangan. Hal ini
disebabkan karena dengan SPI, pemerintah dapat mengendalikan seluruh kegiatan
yang dikendalikan pemerintah pusat maupun daerah beserta jajarannya (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, penjelasan umum). Pengendalian
intern merupakan perencanaan organisasi, metode, dan ukuran yang digunakan dalam
suatu organisasi untuk mempertahankan aset, menguji akurasi dan reliabilitas data
akuntansi, efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan
kebijakankebijakan manajerial (Fadilah, 2013).
Pelaksanaan sistem pengendalian internal seharusnya bertumpu pada
penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh
komponen dalam organisasi mulai dari kebijakan, pembentukan organisasi,
penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan,
penetapan prosedur dan reviuw pada seluruh tahapan pembangunan (Simamora,
2013). Sistem pengendalian intern pemerintah sangat penting dalam keberlangsungan
suatu instansi pemerintah (Adewale, 2014). Setiap instansi pemerintah sebaiknya
memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada
(Saleba, 2014). Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan (Dewi, 2015).
Pembahasan mengenai partisipasi anggaran dijelaskan di dalam Alquran,
namun jika kita mengkaji.  Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya
(2010:69)  firman Allah dalam Qs. An-Nisa [4]: 135 yang berbunyi:
 ِﻦْﯾَِﺪﻟاَﻮْﻟا َِوأ ْﻢُﻜُِﺴﻔَﻧأ َﻰﻠَﻋ َْﻮﻟَو ِ ّ ِ  ءاََﺪﮭُﺷ ِﻂِْﺴﻘْﻟِﺎﺑ َﻦﯿِﻣا ﱠَﻮﻗ ْاُﻮﻧﻮُﻛ ْاُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ َْﻗﻷاَو ْﻦَُﻜﯾ ِنإ َﻦِﯿﺑَﺮ
 ِﺪَْﻌﺗ َنأ ىََﻮﮭْﻟا ْاﻮُِﻌﺒﱠَﺘﺗ ََﻼﻓ ﺎَﻤِِﮭﺑ َﻰﻟَْوأ ُ ّ َﺎﻓ اًﺮَﯿَﻘﻓ َْوأ ًّﺎِﯿﻨَﻏ ْاوُﻮَْﻠﺗ ِنإَو ْاُﻮﻟ ْاﻮُﺿِﺮُْﻌﺗ َْوأ َﻓ ﺎَِﻤﺑ َنﺎَﻛ َّﷲ ﱠِنﺈ
﴿ اًﺮِﯿﺒَﺧ َنُﻮﻠَﻤَْﻌﺗ١٣٥﴾
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak  keadilan, menjadi
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan
bapak dan kerabatmu. Jika ( dia yang terdakwa) kaya tau miskin, maka Allah
lebih tau kemaslahatannya ( kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena  ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu
memutarbalikan ( kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah
Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan
Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt memerintahkan hamba-hamba-nya
yang mukmin untuk  menegakan keadilan.  Dalam penyusunan anggaranharus
dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Untuk
Pegawai pemerintahan dalam menyusun anggaran harus transparan, akuntabel,
disiplin dan dapat dipertanggung  jawabkan.  Dengan adanya partisipasi anggaran
diharapkan kinerja aparata pemerintah daerah akan meningkat, karena anggaran
dipakai sebagai suatu system pengendalian untuk mengukur kinerja.
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Makassar. Adapun persoalan
yang muncul dalam lingkup pemerintah Kota Makassar adalah persentase realisasi
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ridho et al (2012) mengatakan
bahwa jika persentase realisasi PAD dibawah 90% maka kinerja pemerintah buruk,
jika realisasi PAD antara 90%-100% maka kinerja pemerintah baik, dan jika realisasi
PAD diatas 100% maka kinerja pemerintah sangat baik.
Pencapaian realisasi PAD Kota Makassar pada tahun 2011 sampai tahun 2012
selalu melebihi target, ini  berarti kinerja pemerintah Kota Makassar sangat baik.
Namun, berbeda selama dua tahun terakhir pencapaian realisasi PAD Kota Makassar
tidak mencapai target. Pada tahun 2014 realisasi PAD hanya 87,89%, begitu juga
pada tahun 2015 realisasi PAD hanya sebesar  83,54%. Berdasarkan fakta yang
terjadi selama tahun 2014 dan 2015 menunjukkan buruknya perencanaan dan
pelaksanaan anggaran serta buruknya kinerja manajerial pemerintah (Yanida  et al.,
2013).
Penelitian ini dilakukan karena adanya isu bahwa kinerja aparat pemerintah
daerah sendiri selama ini masih dikatakan lemah. Lemahnya kinerja aparat
pemerintah daerah dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dan pelanggaran
terhadap anggaran. Misalnya isu yang terjadi saat ini yang menjadi sorotan yaitu, 26
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar memiliki kinerja
buruk pada triwulan pertama tahun anggaran 2017.  Hal ini dicantumkan dalam salah
satu situs online Makassar.tribunnews.com. yang mengungkapkan bahwa SKPD yang
disebut memiliki kinerja buruk diantaranya Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan
sejumlah SKPD lainnya. Pomanto (2017) menjelaskan rapor merah yang diberikan
kepada SKPD ini karena tidak merealisasikan program yang direncanakan sehingga
anggaran masih mengendap dikeuangan. Semua program yang telah masuk dalam
perencanaan harus segara di jalankan dan direalisasikan. Ismunandar (2017)
mengatakan lambatnya realisasi anggaran di instansi yang dipimpinnya, karena
persoalan dana bos. Dana bos yang sedianya dicairkan Januari 2017, baru bisa
dimanfaatkan April 2017. Keterlambatan dana bos ini, disebabkan karena lambatnya
Dinas Pendidikan Provinsi menyalurkannya. Lambatnya dana bos ini yang
berdampak pada tidak tercapainya serapan anggaran ditriwulan pertama dan membuat
semua program terlambat. Dari kasus ini berarti masih rendahnya pengawasan
terhadap anggaran daerah yang merupakan keuangan negara, dan sekaligus
menunjukkan  masih  rendahnya kinerja aparat pemerintah daerah.
Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan
kinerja masih dalam perdebatan karena hasil penelitian mengenai hubungan antara
variabel tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten Brownell (1982) dan
Pariakan (2016), menemukan ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi
penyusunan anggaran terhadap kinerja hal ini sejalan dengan Penelitian Wulandari
(2013), Amertadewi (2013), Putu (2017), juga menunjukkan hasil yang sama.
Sebaliknya Nengsy, Sari dan Agusti (2013), Bryan dan Locke (1967), Nursidin
(2008) dan Medhayanti (2015) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan
anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial hal ini sejalan denngan
Penelitian Medhayanti (2015) tentang pengaruh partisipasi penganggaran terhadap
kinerja manajerial degan self efficacy, desentralisasi, budaya organisasi sebagai
variabel pemoderasi menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif partisipasi
penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Padang, penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati (2012) pada
Dinas Pendapatan Kota Bandung dan Trihapsoro (2015) pada SKPD Kabupaten
Boyolali melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah pada kinerja. Peneliti ini menemukan hasil yang sama, sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kinerja. Sedangkan
penelitian yang dilakukan Shodiq (2001), Boritz dan Jee (2007) dan Santoso (2016)
menunjukkan hasil yang berbeda, peneliti ini menemukan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah tidak berpengaruh pada kinerja.
Berdasarkan fenomena di atas dan adanya gap penelitian mengenai hubungan
antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja, maka peneliti tertarik untuk
menguji kembali variabel-variabel tersebut pada pemerintah Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manejerial perintah
kota Makassar ?
2. Apakah Paternalistic Culture berpengaruh terhadap kinerja manejerial di
pemerintah Makassar ?
3. Apakah job relevant informationt berpengaruh terhadap kinerja manajerial
pemerintah kota Makassar
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap hubungan antara
partisipasi anggran dengan kinerja manejerial pemerintah kota Makassar ?
5. Apakah pengendalian internal memoderasi pengaruh antara paternalistic
culture terhadap kinerja manajerial?
6. Apakah pengendalian internal memoderasi pengaruh antara job relevant
information terhadap kinerja Manajerial?
C. Pengembangan Hipotesisi
1. Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manejerial Pemerintah Kota
Makassar
Pertisipasi penganggaran umumnya dinilai sebagai pendekatan manejeril yang
dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian Windasari (2016) menunjukan
hasil bahwa partisipasi pengaggrana berpengaruh positif terhadap kinerja manejerial,
hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam menyusun anggaran
maka kinerja manejerial semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Desi Amelia Candrakusuma dan Bambang Jutmiko (2017) menunjukan hasil
bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan
perangkat daerah. Sehingga peneliti mengajukan hipotsis :
H1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja manajerial pemerintah
daerah
2. Paternalistic Culture terhadap Kinerja Manejerial Pemerintah Kota
Makassar
Menurut Kurnia (2010) Paternalistic culture atau budaya paternalistik
diartikan sebagai budaya dimana para manajer level menengah dan bawah di
Indonesia banyak yang masih merasa sungkan terhadap atasannya untuk
mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan ide-ide mereka, meskipun
para manajer tersebut tahu bahwa hal itu lebih baik daripada sekedar menuruti
perintah atasan. Seseorang diberikan kewenangan sesuai dengan aturan dari atasan
dan mempertimbangkannya sebagai suatu obligasi untuk memberikan perlindungan
kepada yang lain dibawah pengawasan manajer. Bawahan saling memberi
pengawasan dan perlindungan dari kewenangan manajer dengan menunjukkan
loyalitas, rasa hormat dan patuh.
H4 : Paternalistic culture berpengaruh terhadap kinerja manejerial
3. Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manejerial Pemerintah Kota
Makassar
Job Relevent Information (JRI) merupakan informasi yang dapat membantu
manajer dalam memilih tindakan yang terbaik melalui  informed effort  yang lebih
baik (Kren, 1992). Partisipasi penganggaran memungkinkan adanya transfer
informasi yang memadai antara atasan dan bawahan sehingga akan diperoleh tingkat
pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas. Hasil
dari penelitaian yang dilakuan oleh Desi Amelia Candrakusuma dan Bambang
Jutmiko (2017) menunjukan bahwa job relevant information berpengaruh terhadap
kinerja manejerial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis  penelitian ini
sebagai berikut:
H3 : Job relevant information berpengaruh terhadapa kinerja manajerial pemerintah
daerah
4. Partisispsi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Manejerial dengan
Pengendalian Internal sebagai pemoderasi
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013)  pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Padang, penelitian  yang dilakukan oleh Tresnawati (2012)
pada Dinas Pendapatan Kota Bandung dan Trihapsoro (2015) pada SKPD Kabupaten
Boyolali  melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah pada kinerja. Peneliti ini menemukan hasil yang sama, sistem
pengendalian intern pemerintah  berpengaruh positif  pada  kinerja. Sedangkan
Santoso (2016), Adhitama dan Gayatri (2017) menunjukkan hasil yang berbeda,
peneliti ini menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak
berpengaruh pada kinerja.
H4 : pengendalian Internal memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap
kinerja manejerial pemerintah daerah
5. Paternalistic Culture terhadap Kinerja Manejerial Dengan Pengendalain
Internal sebagai Pemoderasi
Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam
operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan uang handal dan
menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern dapat
menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan
manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai
pedoman dalam perencanaan (Wardani, 2010). Untuk memperbaiki kinerja
pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi
pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Putri, 2013). Dengan adanya budaya paternalistik yang dimana
bawahan menganggap atasan sebagai orang yang mengetahui segalanya akan merasa
tidak enak jika menyampaikan kritikan terhadap atasan sehingga adanya peluang
adanya kerja sama antara atasan dan bawahan untuk menyampaikan sesuatu.
Sehingga pengendalian internal yang diharapkan dapat menyediakan informasi untuk
menilai kinerja tidak akan terwujud.
H5: pengendalian Internal memoderasi pengaruh Paternalistic culture terhadap
kinerja manajerial
6. Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manejerial Dengan
Pengendalian Internal Sebagai Pemoerasi
Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan usaha
manajer untuk memprediksi lingkungan dan mengarahkan perhatian manajer pada
keputusan dan perilaku yang diperlukan di masa yang akan datang. Dengan demikian
partisipasi dalam penyusunan  anggaran dapat menciptakan lingkungan yang
mendukung bagi penggunaan job relevent information.  Indarto dan Ayu (Kren,
2011:36). Informasi yang diberikan  Manajer  dalam  penyusunan  anggaran
akanmeningkatkan  kemampuan    individual terhadap  kinerja.  Nengsy,  dkk
(Yusfaningrum dan Ghozali 2013: 4).  Pemahaman akan tugas yang diberikan oleh
atasan kepada bawahan sangat membantu bawahan dalam melaksanakan tugas
tersebut.  Kesempatan  menerima  penjelasan  tentunya  akan  memberikan
pemahaman yang lebih baik bagi bawahan dalam melaksanakan tugas tersebut.
H6 : pengendalian Internal memoderasi pengaruh job relevent information terhadap
kinerja manejerial
D. Devenisi Operasional
1. Variabel Bebas (Independent Variabel)
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi
variabel lain. Variabel independen  penelitian ini adalah :
a. Partisispasi Anggaran
Partisipasi penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan individu-
individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan
tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas
dasar pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 1982).
Partisipasi penyusunan anggaran  mampu memberikan konsekuensi terhadap
sikap dan perilaku para anggota yang terlibat di dalam organisasi  (Murray,  1990).
Artinya secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan sebuah perilaku
disfungsional, misalnya adanya partisipasi semu seperti seorang pegawai dapat
menetapkan isi anggaran itu sendiri.  Untuk itu agar mampu memaksimalkan
partisipasi menjadi lebih baik dalam upaya meningkatkan kinerja individu, maka
pegawai organisasi publik harus diberi peluang dalam memberikan pendapat dalam






1. keterlibatan dalam penyusunan
anggaran
2. alasan revisi anggaran
3. frekuensi saran dalam anggaran




Sumber : Leonardo Sitepu (2016)
b. Paternalistic Culture
Menurut Kurnia (2010) Paternalistic culture atau budaya paternalistik
diartikan sebagai budaya dimana para manajer level menengah dan bawah di
Indonesia banyak yang masih merasa sungkan terhadap atasannya untuk
mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan ide-ide mereka, meskipun
para manajer tersebut tahu bahwa hal itu lebih baik daripada sekedar menuruti
perintah atasan. Seseorang diberikan kewenangan sesuai dengan aturan dari atasan
dan mempertimbangkannya sebagai suatu obligasi untuk memberikan perlindungan
kepada yang lain dibawah pengawasan manajer. Bawahan saling memberi
pengawasan dan perlindungan dari kewenangan manajer dengan menunjukkan
loyalitas, rasa hormat dan patuh.
Variabel paternalistic culture dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan
setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.
Tabel 1.2




1. Atasan membantu karyawan
2. Atasan memperhatikan pakaian dan pangan
karyawan
3. Atasan membantu karyawan memecahkan
masalah




c. Job Relevant  Information
Job Relevant  Information merupakan  informasi  untuk  memudahkan
pengambilan  keputusan yang berkenaan  dengan  pekerjaan  ata
jabatan.Diperlukannya  Job relevant information  ketika  manajer  tingkat atas  mulai
mengidentifikasikan  dan  memecahkan  masalah, para manajer  harus
mengumpulkan informasi yang pada  akhirnya  akan  mereka  butuhkan  untuk
mengambil  keputusan akhir (Octavia dan  Risma, 2014). Ketersediaan  informasi
yang berhubungan dengan tugas juga akan membantu manager dalam menyusun
perencanaan dan stategi pencapaian tujuan, sehingga  pada  gilirannya  akan
meningkatkan  kinerjanya. Dari beberapa  penelitian  sebelumnya  diperoleh  bahwa
kinerja  individu  akan  meningkat jika meraka memiliki informasi sehubungan






1. Kejelasan informasi, adalah kejelasan
2. responden dalam memperoleh informasi
3. Kecukupan informasi, yaitu  kecukupan
4. informasi yang diterima oleh responden.
5. Kemampuan untuk mendapatkan
6. informasi yang strategis dengan tugas
Interval 1-5
Sumber : Tommy, dkk (2012)
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau diperngaruhi oleh
variabel dependen. Variabel dependen biasa disebut variabel konsekuensi
(consequent variabel) Indriantoro dan Bambang (2013). Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel dependen yaitu Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses
aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Berbeda
dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial bersifat
abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan
kemampuan, serta usaha dari beberapa orang lain yang ada didalam daerah
wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan






1. Pencapaian target kinerja
2. tolok ukur,




Sumber : Sahara (2012) dan Sitepu (2016)
3. Variabel Moderating
a. Pengendalian Internal Pemerintah
Pengendalian internal didefinisikan sebagai pengendalian yang dilakukan oleh
manajerial SKPD pada kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar program
pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan dan pelaksanaan anggaran
yang telah ditetapkan. Indikator variabel ini meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan,  perbaikan kelemahan yang ditemukan selama evaluasi,  supervisi untuk
setiap tugas dan fungsi oleh atasan langsung, pembuatan laporan pada setiap
pelaksanaan program kegiatan, serta supervisi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku pada setiap aktivitas operasional, perencanaan serta
pelaksanaan program kegiatan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen
kuisioner dengan skala interval, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Tabel 1.5




1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Perbaikan kelemahan yang ditemukan selama
evaluasi
3. Supervisi pada setiap tugas dan fungsi oleh
atasan
4. Pembuatan laporan pada pelaksanaan program
kegiatan
5. Supervisi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku pada setiap aktivitas
operasional, perencanaan serta pelaksanaan
program kegiatan
Interval 1-5














Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa motivasi
kerja dan komitmen organisasi
tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial pada





manajerial pada satuan kerja
















bahwa partisipasi  dalam
penyusunan anggaran,   kepuasan
kerja, job relevant information,




memiliki  pengaruh  positif















Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa komitmen organisasi,
sistem pengendalian  intern
pemerintah dan kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh  positif
terhadap kinerja manajerial  pada
satuan kerja perangkat daerah.
Namun,  akuntabilitas  publik dan
partisipasi anggaran tidak
berpengaruh terhadap kinerja













Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa partisipasi penganggaran
memiliki pengaruh  positif dan
signifikan pada  senjangan
anggaran. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa penekanan
anggaran dan   ketidakpastian
Pemoderasi lingkungan memperkuat  pengaruh























terhadap  Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi Kasus Pada
SKPD Pemerintah  Daerah
Kabupaten Deli Serdang). dan
variabel Pengendalian Internal  dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
tidak berpengaruh terhadap
Kinerja Instansi Pemerintah (Studi
Kasus Pada SKPD Pemerintah











Berdasarkan hasil penelitian yang




terhadap kinerja individu .
motivasi kerja tidak dapat
memoderasi pengaruh sistem
pengendalian intern pemerintah
pada kinerja individu, namun
motivasi dapat memperkuat













Hasil dari penelitian ini adalah




budgetary goal characteristics dan
budaya paternalistik tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja manajerial.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manejerial
pemerintah kota Makassar
b. Untuk mengetahui pengaruh Paternalistic culture terhadap kinerja Manejerial
Pemerintah kota Makassar
c. Untuk mengetahui pengaruh Job Relevant  Information terhadap kinerja
Manejerial Pemerintah Kota Makassar
d. Untuk mengetahui pengendalian internal memoderasi hubungan antara partisipasi
anggaran terhadap kinerja manejerial pemerintah kota Makassar
e. Untuk mengetahui pengendalian internal memoderasi hubungan antara
Paternalistic culture dengan kinerja manajerial pemerintah Kota Makassar
f. Untuk mengetahui pengendalian internal memoderasi hubungan antara Job
Relevant  Information dengan kinerja manejerial pemerintah kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yaitu :
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena yang
terjadi pada perkembangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan partisipasi
penganggaran dan peningkatan kinerja dengan menggunakan teori Agensi yang
dikembangkan  oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mengenai konflik
kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dan pihak prinsipal.  Dalam teori
ini khususnya mengenai partisipasi anggaran, pengendalian internal, job relevant
information dan kinerja manajerial pada satuan perangkat kerja daerah.  Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi dan dapat memperluas
pengetahuan mengenai penganggaran terutama pada lingkungan Pemerintah daerah
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mamfaat dan
penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian -
penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran




Stewardship Theory adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana
para agen (manajer) tidak termotivasi atas tujuan individu tetapi lebih termotivasi
untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian manajer dikondisikan sebagai
pelayan (steward) yang termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik
(principal) dan manajer tersebut berperilaku tidak akan meninggalkan organisasinya
sebab steward akan berusaha mencapai sasaran organisasi. (Donaldson dan Davis,
1991:49).  Individu (manajer) yang memiliki keinginan untuk mempertahankan
keanggotaanya di dalam organisasi memiliki kecenderungan untuk melakukan yang
terbaik demi organisasinya (Porter, 1982:128). Dengan demikian manajer yang
berkomitmen terhadap organisasinya akan bekerja dengan lebih baik.
Stewardship Theory ini bertolak belakang dengan Agency Theory dimana agen
bertindak penuh kesadaran bagi kepentingan dirinya sendiri dan oportunis sehingga
tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan
prinsipal (Eisenhardt, 1989:57-74). Bila agen bertindak sesuai keinginanya dapat
menimbulkan perilaku menyimpang (disfungsional behavior) yang merugikan
organisasi. Van Slyke (2006:164) mengatakan pada kasus organisasi pemerintahan,
Stewardship Theory lebih cocok digunakan karena pada organisasi pemerintan
bertujuan untuk memberikan pelayanan
B. Teory Goal Setting
Teori penetapan tujuan atau goal setting theory awalnya dikemukakan oleh
Locke (1968), yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja
seseorang terhadap tugas.  Teori ini menyatakan bahwa harus ada sasaran (goal) yang
ditentukan agar individu mampu untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi
dan misi organisasi iti sendiri. Goal setting theory adalah teori yang berfokus pada
pada identifikasi jenis tujuan yang paling efektif untuk menghasilk an motivasi dan
kinerja pada tingkatan yang tinggi (Hasniasari dan Sholihin,2014). Teori ini
menjelaskan  juga bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua buah cognition yaitu
content (values)  dan  intentions  (tujuan). Orang telah menentukan  goal  atas
perilakunya di masa depan dan  goal  tersebut akan mempengaruhi perilaku yang
sesungguhnya terjadi. Perilakunya akan diatur oleh ide (pemikiran) dan niatnya
sehingga akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi   kinerjanya (Kusuma,
2013).
Kusuma, (Latham dkk, 2013:10) menemukan bahwa goal-setting
berpengaruh pada kinerja pegawai dalam organisasi publik. Salah satu bentuk nyata
dari penerapan goal-setting  ini adalah anggaran. Sebuah anggaran tidak hanya
mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan
kegiatan, tetapi juga mengandung sasaran yang spesifik yang ingin dicapai organisasi.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, temuan utama dari goal
setting  theory adalah bahwa orang yang diberi tujuan yang spesifik, sulit  tapi dapat
dicapai, memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima
tujuan yang mudah dan spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada saat yang
sama, seseorang juga harus memiliki kemampuan yang cukup, menerima tujuan yang
ditetapkan dan menerima umpan balik yang berkaitan dengan kinerja .
C. Agency Theory
Teori keagenan atau agency theory dikemukakan oleh Jensen dan Meckling
tahun 1976. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya
dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen
sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki
oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya
(Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Kartika (2010) agency theory menjelaskan
fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan
untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Menurut
Kartika (2010) bagi kebanyakan organisasi, keputusan yang dibuat berasal dari
berbagai level manajemen, atasan (principal) adalah orang yang mempunyai otoritas
untuk memerintah sementara bawahan (agent) adalah kewajiban untuk mengerjakan
setiap pekerjaan yang diperintahkan atasan.
Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling
bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak
dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk
melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen
membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan
agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan
semua yang diperintahkan oleh prinsipal.
Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk
kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan
perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan
kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak.
Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan
kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer
perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai
agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi
keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban
termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti sales
growth atau leverage.
Prinsip utama teori agensi adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang
memberi wewenang (principal) yaitu manajemen puncak dengan pihak yang
menerima wewenang (agensi) yaitu karyawan atau manajer yang lebih rendah untuk
melaksanakan kinerja yang efisien. Agen dikontrak untuk melalukan tugas tertentu
bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal
(kartika, 2010). Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen
atas jasa yang telah diberikan prinsipal. Keberadaan perbedaan kepentingan antara
agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal
dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen
juga sama-sama menghindari risiko. Pemerintah yang bertindak sebagai agen
(pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat
memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Di sektor
pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dinyatakan sebagai agen
dari pemerintah daerah karena SKPD dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output
bagi masyarakat pada tingkatan tertentu. Ketepatan pengeluaran anggaran dapat di
interpretasikan seeagai komponen kontrak antara pemerintah daerah sebagai prinsipal
(Zelmiyanti, 2016).
D. Partisipasi Anggaran
Anggaran berasal dari kata budget dalam bahasa inggris yang sebelumnya dari
kata Bougette yang berasal dari bahasa perancis yang artinya sebuah tas kecil. Kata
anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu
disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam hal ini
yang dimaksud adalah dana. Karena terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai
dengan prioritas dan dalam kurung waktu yang ditentukan. Anggaran  merupakan
peralatan pengawasan yang sangat meluas baik dalam dunia bisnis maupun
pemerintahan, penyiapan anggaran adalah suatu bagian integral dari prose
perencanaan, dan anggaran itu sendiri adalah hasil akhir proses perencanaan, atau
pernyataan rencana  strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya
mencakup  setidaknya untuk lima tahun ke depan.  Sinuraya  (Hasen & Mowen,
2009).
Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya mengacu kepada
peraturan perundangundangan yang telah ada. Sejalan dengan dilakukannya reformasi
anggaran, proses penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)
diharapkan menjadi lebih partisipatif (Herdijanto, 2009). Partisipasi penyusunan
anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang
pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dwinta Pratidina (2015)
menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga
sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi.Sehingga
partipasi dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-produser,
keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan.
Menurut  Arifin  dan Rohman  (Schiff dan Lewin,  2012:3), anggaran
memiliki dua peranan. Pertama, anggaran berfungsi sebagai perencanaan, yang di
dalamnya berisi tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi dimasa  yang
akan datang. Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi sebagai alat  pengendalian
untuk mengukur kinerja manajerial. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas
mengalokasikan sumber daya keungan yang terbatas untuk pembiayaan belanja
negara cenderung tanpa batas. Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling
terkait yaitu stabilitas fiskal makro , alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan
pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, sebagai instrumen kebijakan
ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas
ekonomi, dan pemerataan pendapatan.
E. Job Relevant Information
Job Relevant Information diartikan sebagai informasi yang memfasilitasi
pembuatan keputusan yang relevan dengan tugas. Job Relevant Information
memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi manajer mengenai alternatif -
alternatif keputusan dan tindakan - tindakan yang dibutuhkan  untuk mencapai
tujuan. Job relevant informasi merupakan salah satu informasi yang membantu
manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakan melalui upaya yang diinformasikan
dengan baik, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal
perusahaan (Sumadiyah, 2004).
Organisasi pemerintah daerah merupakan organisasi yang bergerak dalam
bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh
masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang
baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif. Job Relevant  Information
meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai
lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik. informasi
yang membantu manajer untuk meningkatkan kinerjanya dengan informasi lebih
baik. Job relevant  information menjadi jenis informasi yang sangat penting bagi
manajer untuk meningkatkan kinerjanya  (Budiman dkk, 2014).
Indarto dan Ayu  (Locke dkk, 2011).  Proses partisipasi memberikan
kesempatan bagi  aparat pemerintah daerah terkait dengan  Penerimaan pengetahuan
yang berhubungan dengan tugas (task relevant knowledge) dapat meningkatkan
kinerja  Indarto dan Ayu (Lawler, 2011). Job relevan information membantu awahan
atau pelaksana anggaran dalam meningkatkan  kinerja  melalui informasi yang baik.
Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik padaaparat pemerintah
mengenai alternatif keputusan  dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai
tujuan. Octavia dan Risma (Yusfaningrum , 2014).
Tersedianya informasi yang berhubungan dengan tugas akan meningkatkan
pilihan terhadap tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Job relevant
information menunjukkan peran informasi dalam memudahkan pembuatan keputusan
yang berhubungan dengan jabatan (Rison,2017). Hal ini karena adanya partisipasi
manajer tingkat bawah memiliki kesempatan untuk memberikan informasiyang
mereka miliki untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Sehingga dengan
adanya informasi yang relevan dengan tugas maka tujuan organisasi yang diharapkan
akan tercapai
F. Budaya Paternalistik (Paternalistic Culture)
Kurnia (2004) mengemukakan faktor kultural dalam suatu negara dapat
mempengaruhi hubungan pertisipasi dengan kinerja yang diharapkan. Penelitian
Supriono (2004) menunjukkan perilaku dan budaya manajer berpengaruh terhadap
kinerja. Lubis (2009) menyatakan bahwa budaya dapat diklasifikasikan ke dalam
berbagai tingkat, yaitu: nasional, gender, generasi, kelas sosial,
perusahaan/organisasi. Pada tingkat organisasi, budaya merupakan serangkaian
asumsi-asumsi,  keyakinan (belief), nilai-nilai dan persepsi dari para anggota
kelompok organisasi yang mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku
kelompok yang bersangkutan  Pada konteks organisasi, “Paternalisme baru”
dikembangkan untuk kemanusiaan dan “moralitas” tempat kerja dengan membangun
sistem manajemen yang lebih fleksibel sebagai ganti dari hubungan kontrak yang
kaku antara pekerja dan pemberi kerja.
Hofstede (1983) membagi dimensi budaya menjadi empat yaitu:
a. Power distances: “ a measure of the degree to which culture prefer a more
autocratic structure”. Dalam kontek organisasi, power distances dapat dilihat
dari tingkatan partisipasi yang diterapkan. Suatu negara yang memiliki skor
tinggi dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut cenderung
sedikit menggunakan partisipasi dalam segala aspek kehidupan.
b. Uncertainty avoidance: “ a measure of the mean anxiety level.” Tingkatan
anxiety yang tinggi adalah kurangnya kemauan untuk mengambil resiko dan
memilih keamanan. Orang yang berada pada lingkungan dengan tingkat
ketidakpastian yang tinggi cenderung akan menerapkan peraturan yang ketat
untuk mengurangi ketidakpastian.
c. Individualism: “ a measure of the relative importance of independence from the
organization.” Apabila tingkat individualisme tinggi, perusahaan akan cenderung
menekankan tujuan dan kebebasan. Sedangkan pada perusahaan dengan tingkat
individualisme yang rendah akan lebih memilih ketergantungan.
d. Masculinity: “a measure of the relative importance to the culture of income,
recognition, and advancement as compared to the importance of work relation,
cooperation & security.” Suatu negara yang tingkat maskulinitasnya tinggi
(masculin culture) cenderung membedakan secara tegas antara pria dan wanita.
Namun pada negara yang mempunyai budaya feminin (feminin culture) tidak ada
perbedaan yang jelas, bahkan sering terjadi tumpang tindih peran antara pria dan
wanita.
Lestariani dan Sukartha (2015) menyebutkan bahwa budaya paternalistik
adalah atasan berperan sebagai “bapak” yang lebih dahulu tahu akan segala hal,
sehingga bawahan merasa tidak enak jika menyampaikan usulan apalagi mengkritik
kesalahan atasan. Tipe manajemen ini akan mengurangi inisiatif bawahan atau
dengan kata lain akan menghambat adanya partisipasi. Para manajer level menengah
dan bawah di Indonesia banyak yang masih merasa sungkan terhadap atasannya
untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan ide-ide mereka,
meskipun para manajer tersebut tahu bahwa hal itu lebih baik daripada sekedar
menuruti perintah atasan. Seseorang diberikan kewenangan sesuai dengan aturan dari
atasan dan mempertimbangkannya sebagai suatu obligasi untuk memberikan
perlindungan kepada yang lain dibawah pengawasan manajer. Bawahan saling
memberi pengawasan dan perlindungan dari kewenangan manajer dengan
menunjukkan loyalitas, rasa hormat dan patuh.
G. Kinerja Manejerial
Kinerja merupakan standar yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban yang dilimpahkan kepada manajer sebagai penyatuan antara variabel
proses, hasil, dan output.    Amertadewi dan Dwirandra  (Hapsari  2013:  554).
Kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang dalam
Impres No. 7 tahun 1999 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang
ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja
dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu atau kinerja organisasi (Setyowati dan
Purwantoro, 2013).  Dalam rangka untuk mengukur kinerja organisasi maupun
kinerja perorangan sebagai pelaksana dalam organisasi, diperlukan suatu standar
kinerja yang sesuai dengan tujuan pada organisasi tersebut (Febrianti dan Riharjo,
2013).
Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk
membantu para manajer  publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan
menggunakan alat ukur finansial dan non finansial, selain itu sistem pengukuran
kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam
pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and  punishment system(Wulandari,
2011). Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan
manajerial yang meliputi kegiatan perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan
staf, negosiasi, dan lain-lain (Ardiani, 2011). Kinerja (prestasi) manajer publik dinilai
berdasarkan berapa target yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang
telah ditetapkan yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitasaktivitas yang
dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006).
Menurut Santoso (2009) dalam Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang
diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah diantaranya karena
sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses
perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan atau penatausahaan APBD,
pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan
pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan, menyebabkan banyak
program dan kegiatan yang sudah disusun  tidak dapat dilaksanakan sehingga
menghambat pembangunan daerah tersebut.
Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan manajerial
meliputi, antara lain, perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf,
negosiasi, dan representasi. Kinerja berkaitan erat dengan tujuan, sebagai suatu hasil
perilaku kerja seseorang. Perilaku kinerja dapat ditelusuri hingga ke faktor-faktor
spesifik seperti kemampuan, upaya dan kesulitan. Kinerja sebagai hasil pola tindakan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar prestasi, kualitatif
maupun kuantitatif, yang telah ditetapkan oleh individu secara pribadi maupun oleh
perusahaan tempat individu bekerja (Asmas, 2014).
Pengungkapan kinerja pemerintah daerah secara tepat dan objektif akan
memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal.
Natalia (2010) kinerja manajerial dapat diukur dengan menggunakan indikator
berikut:
1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk
selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan
yang akan datang.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui
pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan
laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis
terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan
orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan
menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang
telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja
sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau
kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala
aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas
bawahan.
6. Pemilihan staff, yaitu memelihara dan mempertahnakan bawahan dalam suatu
unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan
pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negosiasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian,
penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan yaitu menyampaikan informasi tentang visi misi dan kegiatan-
kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi
dengan kantor-kantor lain.
H. Pengendalian Internal
Menurut penelitian  Committee of Sponsoring Organization (COSO),
pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang
diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam
perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan
pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan
pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat
tercapai.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
SPIP menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengendalian internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal
penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Manajerial instansi
pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian
intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai
etika,komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,pembentukan
struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab yang tepat,penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan internal
pemerintah yang efektif,dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait. Selain itu pengawasan oleh masyarakat juga sangat dibutuhkan demi
terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis (Simamora, 2013).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), definisi pengendalian intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi
akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan
memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi. Komponen sistem pengendalian
intern pemerintah yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2008 yaitu (1) Lingkungan
Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Aktivitas Pengendalian, (4) Informasi dan
Komunikasi, dan (5) Pemantauan
I. Rerangka Fikir
Kerangka Pikir ini dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan
menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu
pengaruh partisipasi anggaran, terhadap kinerja  manajeril  dengan pengendalian
internal dan job relevant informationt sebagai variabel moderating. Dimana Variabel
yang digunakan dalam penelitian variabel independen yaitu, partisipasi anggaran,
variabel dependen yaitu: kinerja manajerial. Dan variabel moderating yaitu:














A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Menurut Siregar,
(2013:2). Penelitian adalah  penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau
masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa,
mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan
hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti kebenaran, memperoleh jawaban atas
masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Metode kuantitatif
adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterprestasikan data yang berwujud angka-angka untuk
mengetahui perhitungan yang tepat bagi instansi pemerintah dalam melakukan
perencanaan dan penyusunan anggaran dan kinerja Manajerial.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Makassar. Penelitian
dilakukan dengan membagikan kosioner kepada pejabat structural yang terkait
B. Pendakat Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah -
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif
ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan
current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan
opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa atau segala sesuatu yang
mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta
ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 2002).
2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi
tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan metode
purposive sampling yaitu teknik dimana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau
kriteria tertentu (Darmawati, 2015). Pengambilan sampel atas responden dilakukan
secara  purposive sampling. Purposive sampling  digunakan karena informasi yang
akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan peneliti. sampel dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yang terlibat
dalam proses penyusunan anggaran. Kriteria yang kedua adalah memiliki masa kerja
dan telah terlibat dalam penyusunan anggaran minimal satu tahun. Adapun pejabat
struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat Kepala Dinas,
kepala biro, kepala bagian.
D. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu
data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Menurut Indriantoro dan Supomo
(2002) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber
aslinya, dan dipersiapkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.
E. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner
yang berbentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang
akan responden jawab, di mana sudah disediakan alternatif jawaban dari pertanyaan
yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Untuk memperoleh data
yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden yang terkait
diseluruh  SKPD lingkup  pemerintah  Kota Makassar.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu yang merupakan saran
yang dapat diwujudkan dalam benda, contohnya angket (Riduwan, 2013). Penelitian
ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang digunakaan yaitu kuesioner atau
angket dengan menggunakan skala sikap model likert yang dimodifikasi dari likert 1-
5. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud
agar orang yang diberi angket tersebut bersedia memberi respon sesuai dengan
permintaan pengguna (Arikunto, 1998). Data diolah dengan menggunakan skala likert
dengan jawaban atas pertanyaan yaitu skala 1-5. Nilai yang dimaksud adalah skor
atas jawaban responden, dimana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skala Likert
Simbol Jawaban Angket Penelitian Nilai
SS Sangat setuju 5
S setuju 4
RR Ragu-ragu 3
TS Tidak setuju 2
STS Sangat tidak setuju 1
Ciri khas dari skala  likert  adalah bahwa makin tinggi skor yang diperoleh
oleh seorang responden merupakan indikasi bahwa responden tersebut sikapnya
semakin positif terhadap obyek yang ingin diteliti oleh peneliti.
G. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih
mudah dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan
yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan
informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan
hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Metode analisis data menggunakan
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan
bantuan komputer melalui program IBM SPSS 16 for windows.
1. Analisis Data Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran
mengenai variabel yang diteliti. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa termaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Uji statistik deskriptif mencakup
nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari
data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran
mengenai demografi responden penelitian. Data tersebut antara lain: umur, jenis
kelamin, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja.
2. Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang
bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada
kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi
mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden.
Ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif tergantung pada tipe skala construct
yang digunakan dalam penelitian. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin
dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut:
= −
Keterangan: C = Perkiraan besarnya kelas
K = Banyaknya kelas
Xn = Nilai observasi terbesar
X1 = Nilai observasi terkecil
3. Uji Kualitas Data
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat
bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian
tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
data tidak memiliki tingkat keandalan (reliabily) dan tingkat keabsahan (validity)
yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan
keabsahannya.
a. Uji Validitas
Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam
pengukuran. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut
valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujian
validitas adalah sebagai berikut:
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut
adalah valid.
2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut
tidak valid
b. Uji Realibilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika
jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
(Ghozali, 2013). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau
pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban
pernyataan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach
Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha
>0.60.
4. Uji Asumsi Klasik
Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda untuk uji
hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik
dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis
regresi linear berganda terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji
normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan
berdistribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas
residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil
Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual
terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov
menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak
normal.
b. Uji Multikolineritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas
(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat
dilakukan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar
variabel independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF). Apabila
tolerance value di atas 0,10 atau VIF di bawah 10 maka terjadi multikolinearitas
maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2013:105-
106).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda
maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali,  2013:139). Uji heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka
model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.
5. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis
regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas
terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.
Rumusan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel
dependen adalah sebagai berikut:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan:
Y : kinerja Manejerial Pemerintah
α : Konstanta
X1 : Partisipasi Anggaran
X2 : Paternalistic Culture
X3 : Job relevan information
β 1-β 3 : Koefisien regresi berganda
e: Error
b. Analisis Regeresi Modrasi dengan Uji Interaksi
Ghozali ( Frucot dan Shearon, 2013) mengajukan model regresi yang agak
berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisi mutlak dari
variabel independen. Interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya
sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh
terhadap Y. Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut:
Tabel 3. 1.
Kriteria penentuan Variabel Moderating
NO Tipe Moderasi Koefisien
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan
b3 Signifikan
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan
b3 Signifikan




4 Prediktor b2 Signfikan
b3 Tidak Signifikan
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan
dengan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X1*X4+ β5X3 X4+ β6X2 X4 + e
Keterangan:
Y = Kinerja Manajerial
α = Konstanta
X1 = Partisipasi Anggaran
X2 = Paternalistic Culture
X3 = Job Relevant Information
X4 = Pengendaian Internal
X1*X4 = Interaksi antara partisispasi anggaran terhadap penegendalian
internal
X2*X4 = Interaksi antara Penerapan Paternalistic Culture denagan
penegendalian internal
X3*X4= Interaksi antara Penerapan Job Relevant Information dengan
pengendalian internal
β1 – β6 = Koefisien Regresi
1) Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 bernilai besar
(mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat
terbatas.
2) Uji Regresi Secara Simultan
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis
dapat diukur dengan syarat:
a. Membandingkan t hitung dengan t tabel
1. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independent
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independent
secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan
b. Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
1. Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak
2. Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima
3) Uji Regresi Secara Parsial
Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel
dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara
yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:
a. Membandingkan t hitung dengan t tabel
1. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
2. Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
b. Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
1. Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak.
2. Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima.
3. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif)
walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Kota Makasaar
Nama Makassar sudah disebutkan  dalam pupuh 14/3 kitab Nagara
kertagama karya Mpu Prapanca pada abad ke -14, sebagai salah satu daerah
taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke -9 Tumaparisi Kallonna
(1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan
kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai,
mendirikan benteng di muara sungai je’ne  berang, serta mengangkat seorang
syahbandar untuk mengatur perdagangan.
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di
Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja -
raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh
pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya
VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap
yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama
yang utama di wilayah tersebut,  pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya
masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi
pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di
kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang
dari Eropa dan Arab.  Semua  keistimewaan ini tidak terlepasdari kebijaksanaan Raja
Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan
Awalul Islam, Raja Tallo).
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan
rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda,
bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda
Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa -Tallo yang mereka anggap
sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia
timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa
koalisi kerajaan yang  dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar)
terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.
2. Letak Wilayah dan Geografis
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah
kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke
wilayah selatan Indonesia.  Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada
koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang  selatan. Kota Makassar
merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat,
diapit dua muara sungai yakni sungai.  Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan
sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.
Secara geografis,  Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian
selatan sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18’ 27,97” sampai 119°
32´31,03” bujur timur dan 5° 30´18” - 5° 14’ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini
bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c,
memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi,
serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
Pola iklim di Kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Nopember - April,
sedangkan musim kemarau, dimulai bulai Mei – Oktober, temperatur udara rata-rata
periode 1996 – 2000 adalah 26,50°c, kelembapan udara 89,20% dengan persentase
penyinaran matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada bulan Agustus, minimum
sebasar 15% yang terjadi pada bulan Desember. Berdasarkan pencacatan stasiun
meteorologi maritim Paotere, secara rata-rata kelembapan udara sekitar 77,90%,
curah hujan 2729 mm, hari hujan 144 hari, temperatur udara sekitar 26,5° - 29,8°c,
dan rata-rata kecepatan angin 4 knot.
Penduduk Kota Makassar pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.173.107
Jiwa, terdiri dari laki-laki 578.416 Jiwa dan perempuan 594.691 Jiwa dan Tingkat
Kepadatan Penduduk 6.525 Jiwa/km2. Namun pada siang hari, penduduknya dapat
mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, dimana sebagian dari mereka bekerja dan berusaha
di Makassar, dan bermukim di kabupaten sekitarnya, seperti Kabupaten Maros dan
Kabupaten Gowa. Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa Etnis Bugis, Etnis
Makassar, Etnis Mandar, Etnis Toraja, Etnis Cina, dll.
3. Arti Lambang Kota Makassar
Gambar 4.1
Gambar Lambang Kota Makassar
a. Perisai putih sebagai dasar melambangkan kesucian.
b. Perahu yang kelima layarnya sedang berkembang melambangkan bahwa kota
Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia.
c. Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran.
d. Benteng yang terbang dibelakang perisai melambangkan kejayaan kota Makassar
e. Warna merah putih dan jingga sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan
dan kebesaran bangsa Indonesia.
f. Tulisan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”,
menunjukkan semangat kepribadian yang pantang mundur.
4. Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, di setiap daerah
kabupaten/Kota dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/WaliKota dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas 50 daerah
dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan
kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
/disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau
pengguna barang.
SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa
setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan
keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran,
neraca, dan catatan atas laporan k euangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Daftar SKPD
Penelitian ini dilakukan pada bulan maret sampai bulan Desember 2019.
Selama proses penelitian data yang diperoleh dan yang dapat diolah peneliti hanya
dari 10 SKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya  beberapa kendala, diantaranya:
keterbatasan waktu, masalah perizinan, responden yang sibuk karena melakukan
perjalanan dinas keluar kota. Berikut daftar 10 SKPD tersebut:
1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
2. Dinas Kearsipan
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
1. Dinas Perpustakaan
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
2. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
4. Dinas Pertanahan
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
7. Badan Penelitian dan Pengambangan Daerah
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
9. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jl. Jend. Achmad Yani No.02
B. Gambaran Responden
Kuesioner yang dibagikan berjumlah 45 dengan pembagian sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner
No Keterangan Jumlah Reponden Persentase
1 Kusioner yang disebarkan 40 100%
2 Kuesioner yang tidak kembali 0 0%
3 Kuesioner yang kembali 40 100%
4 Kuesioner yang cacat 0 0%
5 Kuesioner yang dapat diolah 40 100%
N Sampel = 40
Respondent Rate = (40/40) X 100% = 40
Sumber : data Primer diolah (2019)
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 40 butir
dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 40 butir atau
tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 100% dari total yang disebarkan.
Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 0 butir atau tingkat yang diperoleh
sebesar 0%. Kuesioner yang cacat sebesar 0 butir atau sebesar 0%.
Terdapat 6 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini,
yaitu jenis kelamin, usia, lama bekerja, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan
dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:
1. Jenis Kelamin
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Perempuan 24 60 %
2 Laki Laki 16 40 %
Jumlah 40 100%
Sumber : data primer diolah (2019)
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah
responden  berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang atau sebesar 60%
sedangkan sisanya yakni 16 orang atau sebesar 40% merupakan responden laki -laki.
Hal ini juga menunjukkan bahwa SKPD di Kota Makassar didominasi oleh pegawai
perempuan. Banyaknya pegawai perempuan dibandingkan dengan laki-laki salah
satunya disebabkan oleh angka kelahiran perempuan lebih tinggi dibanding dengan
angka kelahiran laki-laki. Dari pemahaman ini dapat diketahui bahwa tanggung jawab
perempuan tidak lagi dibeda-bedakan dengan tanggungjawab laki-laki. Perbedaan
jenis kelamin kini tak hanya dapat dipandang sebagai perbedaan secara biologis, akan
tetapi lebih mengacu pada persamaan secara sosial. Berbagai perilaku dalam hal
menuntut hak dan kewajiban adalah sama secara sosial
2. Usia
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Persentase
1 20-30 Tahun 5 12,5%
2 31-40 Tahun 18 45%
3 41-50 Tahun 10 25%
4 >50 tahun 7 17,5%
Jumlah 40 100%
Sumber : data primer diolah (2019)
Tabel 4.3 menunjukkan  bahwa usia responden yang berpartisipasi dalam
proses penyusunan anggaran di SKPD Kota Makassar didominasi oleh usia antara 31-
40 tahun sebanyak 18 orang. Hal ini di sebabkan karena usia tersebut merupakan usia




Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja
No Lama Bekerja Jumlah Persentase
1 < 5 Tahun 4 10%
2 5-10 Tahun 9 22,5%
3 10-15 Tahun 15 37,5%
4 15-20 Tahun 5 12,5%
5 >20 Tahun 7 17,5%
Jumlah 40 100%
Sumber : data primer diolah (2019)
Kemampuan pegawai dengan masa kerja yang lebih lama mampu
menguraikan pekerjaan, dimana pegawai tersebut lebih paham tugas/pekerjaan mana
yang lebih diutamakan. Hal sebaliknya terjadi pada pegawai dengan  masa kerja yang
terbilang baru, para pegawai pada tingkat ini masih mengalami kesulitan dalam
mengelola sejauh mana tugas dikerjakan. Tabel 4.4 menunjukkan tingkat lama
bekerja responden yang paling banyak berada pada 10-15 tahun yaitu sebanyak 15
responden  atau sebesar 37,5%,. Hal ini berarti bahwa semakin lama bekerja, pegawai
semakin cenderung mengalami peningkatan dalam hal kinerjanya.
4. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 SLTA 1 2,5%
2 Diploma 6 15%
3 S1 24 60%
4 S2 9 22,5%
Jumlah 40 100%
Sumber : data Primer diolah (2019)
Tingkat pendidikan seringkali dikaitkan dengan masalah etika. Persoalan
etika pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi c enderung menghasilkan etika
yang semakin baik pula. Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat
pada tabel 4.5. Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang ada
di SKPD kota Makassar paling banyak berada pada strata 1 (S1) sebanyak 24
responden. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan sejalan dengan pemahaman etika
pegawai, kemampuan menelaah norma-norma etis di masyarakat khususnya di tempat
kerja menjadi hal yang utama.
C. Hasil Penelitian
1. Analisis Desktripsi Variabel
Deskripsi variabel dari 40 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut
Tabel 4.6
Sumber :  Output SPSS 16 (2019)
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation
Partisipasi Anggaran 40 17 27 22.28 2.219
Paternalistic Culture 40 10 17 14.37 2.108
Job Relevant
Information 40 18 25 20.58 1.483
Kinerja Manejerial 40 25 33 28.45 2.012
Pengendalian Internal 40 18 25 20.75 1.446
Valid N (listwise) 40
Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel
penelitian. Berdasarkan  tabel  4.6,  hasil analisis dengan menggunakan statistik
deskriptif terhadap partisipasi anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 17, nilai
maksimum sebesar 27, mean (rata-rata) sebesar 22,80 dengan standar deviasi  sebesar
2,219. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif  terhadap
variabel Paternalistic Culture menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai
maksimum sebesar 17, mean (rata-rata) sebesar 14,37 dengan standar deviasi sebesar
2,108. Variabel Job Relevant Information menunjukkan nilai minimum  sebesar 18,
nilai maksimum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 20,58 dengan standar deviasi
sebesar 1.483. Variabel Kinerja Manejerial menunjukkan  nilai  minimum  sebesar
25, nilai maksimum sebesar 33, mean (rata-rata) sebesar 28,45 dengan standar deviasi
sebesar 2,012. Variabel Pengendalian Internal menunjukkan  nilai  minimum  sebesar
18, nilai maksimum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 20,75 dengan standar deviasi
sebesar 1,446.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi
berada pada variabel Kinerja Manejerial yaitu 28,45, sedangkan terendah adalah
variabel Paternalistic Culture yaitu 14,37. Untuk stadar deviasi tertinggi berada pada
variabel Paternalistic Culture yaitu 2.,108 dan yang terendah berada pada variabel
Pengendalian Internal yaitu 1,446.
a. Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Anggaran (X1)
Analisa deskripsi terhadap variabel partisipasi anggaran terdiri dari 6 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai partisipasi
anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut:
Tabel 4.7
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Partisipasi Anggaran
Item
Pernyataan
Frekuensi Dan Persentase Skor Mean
STS TS RR S SS
X1.1 0 11 3 22 4 139 3.47
X1.2 6 21 11 2 0 89 2.22
X1.3 0 0 2 29 9 167 4.17
X1.4 2 0 3 28 7 158 3.95
X1.5 0 1 2 31 6 162 4.05
X1.6 0 0 0 24 16 176 4.4
Rata-Rata Keseluruhan 3.71
Sumber : Data Primer Diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel
partisipasi anggaran (X1) memiliki skor berjumlah 3,71. Hal ini berarti bahwa
respondeng memberikan persepsi yang cukup baik terhadap partisipasi anggaran.
Pada variabel partisipasi anggaran , terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,17
berada pada item pertanyaan ketiga. Semetara untuk persepsi responden dengan nilai
terendah terdapat pada item pernyataan kedua dengan skor 2,22. Hal ini
menunjukahkan bahwa pimpinan SKPD Kota Makasar dalam proses penyusunan
rencana anggaran manajer selalu mengadakan pertemuan yang melibatkan staf.
b. Analisis Deskfriptif Variabel Patreanilistic Culture (X2)
Analisa deskripsi terhadap variabel paternalistic Culture terdiri dari 4 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai paternalistic
culture. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut:
Tabel 4.8




STS TS RR S SS
X2.1 0 8 5 24 3 142 3.55
X2.2 0 3 3 31 3 154 3.58
X3.3 0 9 5 26 0 137 3.42
X3.4 0 5 8 27 0 142 3.55
Rata-Rata Keseluruhan 3.52
Sumber : Data Primer Diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel
paternalistic Culture (X2) memiliki skor berjumlah 3,52. Hal ini berarti bahwa
respondeng memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Paternalistic Culture .
Pada variabel paternalistic culture , terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,58
berada pada item pertanyaan kedua. Semetara untuk persepsi responden dengan nilai
terendah terdapat pada item pernyataan ketiga dengan skor 3,42. Hal ini berarti
bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman
mengenai paternalistic culture.
c. Analisis Deskriptif Variabel Job Relevent Information (X3)
Analisa deskripsi terhadap variabel Job Relevent Information terdiri dari 45
item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Job
Relevent Information. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat
hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Job Relevant Information
Item
Pernyataan
Frekuensi Dan Persentase Skor Mean
STS TS RR S SS
X1.1 0 0 7 3 10 163 4.07
X1.2 0 0 8 26 6 158 3.95
X1.3 0 0 2 29 9 167 4.17
X1.4 0 0 3 31 6 163 4.07
X1.5 0 0 0 28 12 172 4.30
Rata-Rata Keseluruhan 4.11
Sumber : data Primer yang diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel
Job Relevant Information (X3) memiliki skor berjumlah 4,11. Hal ini berarti bahwa
respondeng memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Job Relevant
Information. Pada variabel Job Relevant Information, terlihat bahwa nilai indeks
tertinggi sebesar 4,30 berada pada item pertanyaan kelima. Semetara untuk persepsi
responden dengan nilai terendah terdapat pada item pernyataan kedua dengan skor
3,95. Hal ini berarti bahwa informasi berhubungan dengan tugas akan meningkatkan
perencanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja manjerial pada pemerintah daerah Makassar.
d. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Manejerial (Y)
Analisa deskripsi terhadap variabel kinerja manajerial terdiri dari 7 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kinerja
manajerial. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut:
Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kinerja Manajerial
Item
Pernyataan
Frekuensi Dan Persentase Skor Mean
STS TS RR S SS
X1.1 0 0 0 27 13 173 4.32
X1.2 0 0 1 31 8 167 4.17
X1.3 0 3 6 18 13 161 4.02
X1.4 0 0 5 26 9 164 4.10
X1.5 0 3 7 27 3 150 3.75
X1.6 0 0 4 31 5 161 4.02
X1.7 0 1 4 27 8 162 4.05
Rata-Rata Keseluruhan 4.06
Sumber : data primer diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel
kinerja manajerial (Y) berada pada skor tertinggi 173. Hal ini berarti bahwa
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman mengenai
kinerja manajerial. Pada variabel kinerja manajerial, terlihat bahwa nilai indeks
tertinggi sebesar 4,2 berada pada item pernyataan pertama. Responden yang terdiri
dari pegawai bagian keuangan sebagian besar berpendapat bahwa dalam melakukan
tugasnya mereka mendapat pengarahan dan pengembangan.
e. Analisis Deskrptiv Variabel Pengendalian Internal (M)
Analisa deskripsi terhadap variabel internal control terdiri dari 5 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai internal
control. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut:
Tabel 4.11
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Internal Control
Item
Pernyataan
Frekuensi Dan Persentase Skor Mean
STS TS RR S SS
X1.1 0 0 4 25 11 167 4.17
X1.2 0 0 3 32 5 162 4.05
X1.3 0 0 1 33 6 165 4.12
X1.4 0 0 0 34 6 166 4.15
X1.5 0 0 1 28 11 170 4.25
Rata-Rata Keseluruhan 4.15
Sumber : data primer diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel
internal control (M) berada pada skor 4,15. Hal ini berarti bahwa responden
memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman mengenai internal
control. Pada variabel internal control, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar
4,25 berada pada item pernyataan kelima. Responden yang terdiri dari pegawai
bagian keuangan sebagian besar berpendapat bahwa informasi yang diperoleh dan
dibutuhkan relatif cepat dan akurat serta manajemen malakukan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Uji kualitas instrument
a. Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid, dengan melihat nilai
Corrected Item Total Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari
r tabel maka dapat dikatakan valid. Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak
signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk
degree of freedom (df) = n-k. Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 40,
maka df dapat dihitung 40– 2 = 38. Dengan df = 38 dan alpha = 0,05 didapat r tabel =























Job Relevant X3.1 0,429 0,3120 Valid
























Sumber : Data primer diolah (2019)
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai
koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada R tabel. Hasil ini berarti bahwa
data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.
b. Uji realibilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu. Uji reliabilitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Alpha
Cronbach yakni suatu  instrumen  dikatakan  reliabel  bila  memiliki  koefisien
keandalan  reabilitas  sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
1 Partisispasi Anggaran 0,775 Reliabel
2 Paternalistic Culture 0,840 Reliabel
3 Job Relevant Information 0,705 Reliabel
4 Pengendalian Internal 0,773 Reliabel
5 Kinerja Manejerial 0,743 Reliabel
Sumber data primer diolah (2019)
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil Cronbach’s Alpha dari semua variabel
lebih besar dari 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dari
kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel partisipasi anggaran,
paternalistic culture, job relevant information, internal control dan kinerja manajerial
yaitu handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur atau indikator variabel.
3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis,
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk
melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear
terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji
multikolinearitas dan uji heteroskedisitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara
normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample
kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail,
apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov
lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa
data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar >
0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu
histogram.
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan
bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik
menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.14 dapat dilihat signifikansi
nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,454,
hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.






Normal Parametersa Mean .0000000
Std.
Deviation 1.93998755




Asymp. Sig. (2-tailed) .454
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Otput SPSS 16 (2019)
Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data
terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik normal plot.
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di
sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis
diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi
asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal probability plot.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Di mana dalam
hal ini digunakan analisis pada nilai tolerance dan VIF.
1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan







1 Partisipasi Anggaran .925 1.081
Paternalistic Culture .965 1.036
Job Relevant Information .639 1.566
Pengendalian Internal .638 1.566
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
sumber : Output SPSS 16 (2019)
Tabel 4.15 menujukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel lebih dari
0,10 dan nilai VIF semua variabel tidak terdapat yang lebih besar dari 10.
Berdasarkan hasil uji multikolineritas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
persamaan model regresi yang diajukan layak untuk digunakan dan tidak terdapat
masalah atau gejala multikolinieritas antar variabel.
c. Uji Heteroskedisitas.
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan
uji glejser. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.16, Jika nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4.16







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.168 2.430 .892 .378
Partisipasi
Anggaran .020 .042 .082 .483 .632
Paternalistic
Culture .037 .089 .070 .418 .678
Job Relevant
Information -.046 .076 -.114 -.596 .555
Pengendalian
Internal -.069 .099 -.134 -.695 .492
a. Dependent Variable: Kinerja
Manejerial
Sumber :output spss 16 (2019)
Berdasarkan uji glejser yang telah dilakukan dari tabel 4.17 diatas ,
menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel independen memiliki tingkat
signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model
regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
4. Hasil Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen
(partisipasi anggaran, paternalistic culture, job relevant information) terhadap
variabel dependen (kinerja manajerial), sedangkan untuk menguji hipotesis H4, H5
dan H6 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau
Moderated Regression Analysis (MRA). Uji hipotesis ini dibantu dengan
menggunakan program SPSS versi 16.
a. Hasil uji Regresi berganda hipotesis penelitian H1, H2 , H3
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk pengaruh partisipasi
anggaran, paternalistic culture dan job relevant information terhadap kinerja
manajerial. Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.17
berikut:
Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .835a .696 .671 1.154
a. Predictors: (Constant), Job Relevant Information, Partisipasi Anggaran,
Paternalistic Culture
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R2 (Adjusted R
Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan
variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari
table diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,671, hal ini berarti bahwa 67,1% yang
menunjukkan bahwa kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel partisipasi
anggaran, paternalistic culture dan job relevant information. Sisanya sebesar 32,9%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Tabel 4.18
Hasil Uji f – Uji Simultan
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 109.977 3 36.659 27.539 .000b
Residual 47.923 36 1.331
Total 157.900 39
a. Predictors: (Constant), Job Relevant Information, Partisipasi Anggaran,
Paternalistic Culture
b. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 27,539 dengan tingkat signifikansi
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (27,539) lebih besar dari
nilai F tabelnya sebesar 2,87 yang diperoleh dari df1=4-1=5 dan df2=40-4=36.
Berarti partisipasi anggaran, patearilistic culture dan job relevant information secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Tabel 4.19











1 (Constant) 4.904 3.451 1.421 .164
Partisipasi
Anggaran .175 .085 .193 2.049 .048
Paternalistic
Culture 1.174 .135 .823 8.710 .000
Job Relevant
Information .019 .130 .014 .143 .887
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Berdasarkan tabel 4.19 di atas dianalisi model estimasi sebagai berikut :
Y= 4,904 + 0,175X1 + 1,174 X2 + 0,019 X3 + e
Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai konstan sebesar 4,904 mengindikasikan bahwa jika variabel independen
(partisipasi anggaran, paternalistic culture dan job relevant information) adalah
nol maka kinerja manajerial menjadi sebesar 4,904.
b. Koefisien regresi variabel partisipasi anggaran (X1) sebesar 0,715
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel partisipasi anggaran
maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,715.
c. Koefisien regresi variabel paternalistic culture (X2) sebesar 1,174
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel paternalistic culture
maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 1,174
d. Koefisien regresi variabel job relevant information (X3) sebesar 0,019
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel job relevant
information maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,019.
Hipotesis yang diajukan akan diinterpretasikan berdasarkan hasil uji T atau uji
parsial di atas, dengan nilai t tabel yang memiliki sig. α = 0,05 dan df=40-3=36
sebesar 1,688. Hasil interpretasi dijabarkan sebagai berikut:
1. Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Manejerial (H1)
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel partisipasi anggaran
memiliki nilai t hitung sebesar 2,049 lebih besar dari t tabel 1,688 (2049 > 1,688)
dengan probabilitas tingkat signifikansi 0,048 lebih kecil dari tingkat signifikansi
yaitu 0,05 maka H1 diterima. Hal ini berarti partisipasi anggaran berpengaruh
terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian, H1 yang menyatakan partisipasi
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran dalam sebuah
instansi maka kinerja manajerial juga akan meningkat.
2. Paternalistic Culture Berepengarug Terhadap Kinerja Manejerial (H2)
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel paternalistic culture
memiliki nilai t hitung sebesar 8,710 lebih besar dari t tabel 1,688 (8,710 > 1,688)
dengan probabilitas tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu
0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti paternalistic culture berpengaruh terhadap
kinerja manajerial. Dengan demikian, H2 yang menyatakan paternalistic culture
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi paternalistic cultiure dalam sebuah instansi
maka kinerja manajerial juga akan meningkat.
3. Job Relevant Information Berpengaruh Terhadap Kinerja Manejerial (H3)
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel job relevant information
memiliki nilai t hitung sebesar 0,143 lebih kecil dari t tabel 1,688 (0,143 < 1,688)
dengan probabilitas tingkat signifikansi 0,887 lebih besar dari tingkat signifikansi
yaitu 0,05 maka H3 ditolak. Hal ini berarti job relevant information tidak
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
b. Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan pendekatan Uji Interaksi atau Moderated
Regression Analysis (MRA) terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5, H6
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut
(Ghozali, 2013:214):
Tabel 4.20
Kriteria penentuan variabel moderarsi
No Tipe Moderasi Koefisien
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan
b3 Signifikan
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan
b3 Signifikan




4 Prediktor b2 Signfikan
b3 Tidak Signifikan
Keterangan:
b2 : variabel pengendalian internal
b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (partisipasi anggaran,
paternalistic culture dan job relevant information )
Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel pengendalian internal atas
pengaruh partisipasi anggarn, paternalistic culture dabn job relevant information
terhadap kinerja manejerial. Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan
variabel moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .878a .770 .720 1.065
Predictors: (Constant), X3_M, paternalistic culture, Partisipasi Anggaran,Job Relevant
Information, Pengendalian Internal, X1_M, X2_M
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Tabel 4.21 menunjukkan nilai R2 dari penelitian ini sebesar 0,770 atau 77%,
hal ini berarti bahwa 77% kinerja manajerial di SKPD Kota Makassar dijelaskan oleh
variabel partisipasi anggaran, paternalistic culture, job relevant information dan
pengendalian internal Sedangkan 23% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian
ini.
Tabel 4.22
Hasil ujin f – Uji simultan (Moderasi)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 121.584 7 17.369 15.305 .000a
Residual 36.316 32 1.135
Total 157.900 39
a. Predictors: (Constant), X3_M, Partisipasi Anggaran, Paternalistic Culture,Job
Relevant Information, Pengendalian Internal, X1_M, X2_M
b. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Hasil uji F pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,3015
dengan probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang
diharapkan yaitu 0,000 (0%) < 0,05 (5%). Hal ini berarti bahwa partisipasi,
paternalistic culture dan job relevant information secara simultan mempengaruhi
kinerja manajerial di SKPD Kota Makassar.
Tabel 4.23







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.411 5.485 .257 .799
Partisipasi Anggaran .336 .103 .370 3.270 .003
Paternalistic Culture 1.049 .150 .944 7.004 .000
Job Relevant
Information .106 .177 .078 .596 .555
Pengendalian Internal .181 .229 .130 .791 .435
X1*M 063 .022 .396 2.819 .008
X2*M .076 .021 .306 2.209 .047
X3*M
.015 .024 .108 .638 .528
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
Berdasarkan tabel 4.24 dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai
berikut:
Y = 1,411 + 0,336 + 1,049 + 0,106 + 0,181 + 0,063 X1*X4 + 0,076X2*X4 + 0,015
X3*X4 + e
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 1,411 tanpa adanya pengaruh
partisipasi anggaran, paternalistic culture, job relevant information dan interaksi
antara variabel moderasi dengan variabel independen diasumsikan sama dengan
nol, maka kinerja manajerial akan terjadi sebesar 1,411.
b. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran pada penelitian ini sebesar
0,336 dapat diartikan bahwa ketika variabel partisipasi anggaran meningkat,
maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan pula.
c. Nilai koefisien regresi variabel paternalistic culture pada penelitian ini sebesar
1,049 dapat diartikan bahwa ketika variabel paternalistic culture meningkat,
maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan pula sebesar 1,049.
d. Nilai koefisien regresi variabel job relevant information pada penelitian ini
sebesar 0,106 dapat diartikan bahwa ketika variabel job relevant information
meningkat, maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan pula sebesar
0,106.
e. Nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal pada penelitian ini sebesar
0,181 dapat diartikan bahwa ketika variabel pengendaian internal meningkat,
maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan pula sebesar 0.181.
f. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian internal dengan partisipasi
anggaran pada penelitian ini sebesar 0,063 dapat diartikan bahwa dengan adanya
interaksi antara pengendalian internal dengan partisipasi anggaran, maka kinerja
manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,063.
g. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian internal dengan paternalistic
culture pada penelitian ini sebesar 0,076 dapat diartikan bahwa dengan adanya
interaksi antara pengendalian internal dengan paternalistic culture, maka kinerja
manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,076.
h. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian internal dengan job relevant
information pada penelitian ini sebesar 0,015 dapat diartikan bahwa dengan
adanya interaksi antara pengendalian internal dengan job relevant information,
maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,015.
Hasil interpretasi dari hipotesis penelitian (H4, H5, dan H6) yang diajukan
dapat dilihat sebagai berikut:
1. Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Antara Partisipasi Anggaran
Dengan Kinerja Manejerial (H4)
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pengendalian internal sebesar 0,631.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh
variabel pengendalian internal terhadap kinerja manejerial. Selanjutnya pada regresi
dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi partisipasi anggaran dan
pengendalian internal sebesar 0,008 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut
berpengaruh. Karena koefsien b2 tidak signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan
variabel pengendalian internal termasuk dalam kategori pure moderasi yang artinya
bahwa variabel pengendalian internal merupakan variabel moderasi.
Suatu variabel dikatakan sebagai moderasi murni (pure moderasi) jika b2
tidak signifikan dan b3 signifikan. Dalam hal ini b1 bisa signifikan atau tidak
signifikan. Dimana variabel moderasi secara sendiri tidak berpengaruh terhadap
variabel respon Y , yaitu b2 bilamana variabel penjelas berinteraksi dengan variabel
moderasi akan berpengaruh terhadap respon variabel Y. jadi keberadaan variabel
moderasi adalah murni hantya sebagai variabel moderasi dan tidak beerperan sebagai
variabel penjelas atau predictor dengan demikian variabel pengendalian internal
dikatakan sebagai variabel moderasi murni atau pure moderasi.
Berdasarkan hasil uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA)
pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1*M mempunyai nilai t
hitung sebesar 2,819 < nilai tabel sebesar 1,688 (sig. α=0,05 dan df=n-k, yaitu 40-
4=36) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,063 dan tingkat signifikansi
0,008 yang lebih kecil dari 0,05 maka H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel pengendalian internal merupakan variabel yang mampu memoderasi
hubungan variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja manjerial. Oleh karena itu,
hipotesis H4 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.
2. Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Antara Paternalistic Culture
Terhadap Kinerja Manejerial (H5)
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pengendalian internal sebelum adanya
interaksi aantar variabel paternalistic culture sebesar 0,712. Nilai tersebut lebih besar
dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel pengendalian internal
terhadap kinerja manejerial. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai
signifikansi interaksi paternalistic culture dan pengendalian internal sebesar 0,047
yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefsien b2 tidak
signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan variabel pengendalian internal
termasuk dalam kategori pure moderasi yang artinya bahwa variabel pengendalian
internal merupakan variabel moderasi.
Suatu variabel dikatakan sebagai moderasi murni (pure moderasi) jika b2
tidak signifikan dan b3 signifikan. Dalam hal ini b1 bisa signifikan atau tidak
signifikan. Dimana variabel moderasi secara sendiri tidak berpengaruh terhadap
variabel respon Y , yaitu b2 bilamana variabel penjelas berinteraksi dengan variabel
moderasi akan berpengaruh terhadap respon variabel Y. jadi keberadaan variabel
moderasi adalah murni hantya sebagai variabel moderasi dan tidak beerperan sebagai
variabel penjelas atau predictor dengan demikian variabel pengendalian internal
dikatakan sebagai variabel moderasi murni atau pure moderasi.
Berdasarkan hasil uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA)
pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2*M mempunyai nilai t
hitung sebesar 2,209 > nilai tabel sebesar 1,688 dengan unstandardized coefficients
beta sebesar 0,306 dengan tingkat signifikansi 0,047 yang lebih besar dari 0,05 maka
H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal merupakan
variabel yang mampu memoderasi hubungan variabel paternalistic culture terhadap
kinerja manjerial. Oleh karena itu, hipotesis H5 yang diajukan dalam penelitian ini
terbukti atau diterima.
3. Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Antara Job Relevant
Information Terhadap Kinerja Manejerial (H6)
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pengendalian internal sebelum adanya
interaksi dengan variabel job relevant information sebesar 0,818. Nilai tersebut lebih
besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel pengendalian
internal terhadap kinerja manejerial. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi
diperoleh nilai signifikansi interaksi job relevant information dan pengendalian
internal sebesar 0,528 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh.
Karena koefsien b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan
variabel pengendalian internal termasuk dalam kategori homologiser moderasi yang
artinya bahwa variabel pengendalian internal bukan merupakan variabel moderasi.
Suatu variabel dikatakan sebagai homologiser moderation atau moderasi
potensial jika b2 dan b3 tidak signifikan dalam hal ini b1 bisa tidak signifikan atau
signifikan. Dimana variabel moderasi baik secara sendiri maupun berintraksi dengan
variabel penjelas berpengaruh tidak signifikan teradap variabel respon Y. jadi
keberadaan variabel moderasi adalah tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dan
juga tidak berperan sebagai variabel penjelas atau predictor . varaiabel ini hanya
berpotensi secara rasional teori atau hasil penelitian, sebagai moderasi. Dengan
demikian variabel pengendalian internal  dikatakan sebagai moderasi potensial.
Berdasarkan hasil uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA)
pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X3*M mempunyai nilai t
hitung sebesar 0,638 < nilai tabel sebesar 1,688 dengan unstandardized coefficients
beta sebesar 0,015 dan tingkat signifikansi 0,528 yang lebih besar dari 0,05 maka H6
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal merupakan
variabel yang tidak mampu memoderasi hubungan variabel job relevant information
terhadap kinerja manjerial. Oleh karena itu, hipotesis H6 yang diajukan dalam
penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.
D. Pembahasan
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manejerial
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah partisipasi
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis pertama diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran dalam suatu instansi,
maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kinerja manajer dalam suatu instansi.
Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya (2010:69) Allah berfirman dalam
Q.S an-nisa ayat 59:
 َ ﱠﷲ اﻮُﻌﯿَِطأ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ْﻲَﺷ ِﻲﻓ ُْﻢﺘْﻋَزﺎَﻨﺗ ِْنَﺈﻓ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮَْﻣْﻷا ِﻲﻟُوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا اﻮُﻌﯿَِطأَو ُهو ﱡدَُﺮﻓ ٍء
 ًﻼﯾِْوَﺄﺗ ُﻦَﺴَْﺣأَو ٌﺮْﯿَﺧ َِﻚﻟذ ِﺮِﺧْﻵا ِمَْﻮﯿْﻟاَو ِ ﱠ ِﺎﺑ َنُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ِْنإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟاَو ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ
Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Di ayat ini, selain menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga
memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah
pemerintah yang memimpin dalam dalam hal proses penyusunan anggaran publik
umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku, namun demikian
dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti
pada tahap awal penganggaran,namun dibutuhkan peran  pimpinan daerah  khususnya
pengelola keuangan daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan partisipasi anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial juga mendukung goal setting teory
yang diangkat dalam penelitian.
Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran adalah
searah dengan kinerja pegawai dengan kata lain partisipasi anggaran yang baik/ atau
tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai baik atau tinggi dan demikian
sebaliknya. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran
mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hasil ini
sejalan dengan teori stewardship, hubungan principals manajemen saling percaya.
Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni
manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab,
memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship memandang
manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-
baiknya bagi kepentingan principal maupun organisasi.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar telah dijalankan dengan
efektif serta adanya kecenderungan yang lebih besar dari bawahan untuk menerima
target anggaran bila mereka turut serta memegang kendali akan meningkat apabila
partisipasi penganggaran diberikan kepada manajer. Partisipasi anggaran harus
berperan aktif dalam membantu jalannya aktivitas suatu organisasi sehingga dapat
membantu organisasi untuk mencapai tujuannya terhadap kinerja manajerial.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis (2011)
bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat dibuktikan secara signifikan
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Manajer yang berpartisipasi
dalam penyusunan anggaran akan menginternalisasikan standar dan tujuan yang
ditetapkan dan mendorong kepuasan pribadi dari pekerjaan pencapaian anggaran
sehingga akan mendorong peningkatan kinerja manajerial (Azis, 2011). Penelitian ini
juga konsisten dengan penelitian Indarto dan Ayu (2011) menyatakan bahwa dengan
pertisipasi anggaran, karyawan akan dilibatkan keberadaannya dan tidak sekedar
terlibat dalam tugas mereka kerjakan. Partisipasi memungkinkan adanya transfer
informasi yang memadai antara atasan dan bawahan sehingga akan diperoleh tingkat
pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Indarto
dan Ayu, 2011).
2. Pengaruh Paternalistic Culture Terhadap Kinerja Manejerial
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah paternalistic
culture berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda menunjukkan bahwa paternalistic culture berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis kedua diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi paternalistic culture dalam suatu instansi,
maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kinerja manajer dalam suatu instansi.
Konsep paternalistik yang mengakar kuat pada responden sedikit banyak
masih terlihat pada suasana santai, akrab, dan suasana seperti di rumah yang dibawa
ke tempat kerja. Kebiasaan mengobrol dan bekerja yang santai pada saat jam kerja
menunjukkan adanya nilai keakraban sosial. Pada kantor dinas-dinas ini para pejabat
struktural (manajer) lebih melibatkan diri pada kehidupan si pekerja dengan
membantu mereka dalam masalah-masalah sosial dan keluarga (Letariani dan
Sukartha, 2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wiratmi, dkk. (2014) bahwa karakteristik sistem penganggaran berpengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial dengan budaya paternalistik dan komitmen
organisasi yang bertindak sebagai moderating variabelnya Di dalam organissi sektor
publik adanya budaya paternalistik ini menyebabkan suasana keakraban sosial yang
tinggi antara atasan dan bawahannya, kerjasama kelompok yang baik, komitmen dan
loyalitas bawahan terhadap atasannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandariy
(2011) yang menyatakan bahwa budaya paternalistik memperkuat hubungan antara
budgetary goal characteriistics dan kinerja manajerial. Dengan adanya budaya
paternalistik yang dimana bawahan menganggap atasan sebagai orang yang
mengetahui segalanya akan merasa tidak enak jika menyampaikan kritikan terhadap
atasan sehingga adanya peluang kerja sama antara atasan dan bawahan untuk
menyampaikan sesuatu.
Hal ini juga didukung dengan adanya agency theory dimana prinsipal
mengontrak agen untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen
berkewajiban melakukan pengelolaan ssumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling,
1976). Fenomena yang terjadi dalam budaya paternalistik seseorang diberikan
kewenangan sesuai dengan aturan dari atasan dan mempertimbangkannya sebagai
suatu obligasi untuk memberikan perlindungan kepada yang lain dibawah
pengawasan manajer. Bawahan saling memberi pengawasan dan perlindungan dari
kewenangan manajer dengan menunjukkan loyalitas, rasa hormat dan patuh.
3. Pengaruh Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manejerial
Job relevant information menunjukkan peran informasi dalam memudahkan
pembuatan keputusan yang berhubungan dengan jabatan, seperti aparat selalu
mengetahui apa yang terbaik yang harus dilakukan, memiliki informasi yang
memadai untuk membuat keputusan yang optimal dan mampu memperoleh informasi
strategik yang dibutuhkan sebagai alternatif dalam pembuatan keputusan (Esha,
2016).
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitiana ini adalah job relevant
information berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manejerial.
Berdasarkan uji regeresi diatas menunjukan bahwa variabel job relevant information
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manejerial sehingga hipotesis kedua
ditolak. Hasil uji regresi menunjukan angka signifikan 0,887 dengan nilai rata-rata
(mean) sebesar 20, 58 dari lima item pernyataan atau sebesar 4,11 setiap item
pernyataan jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) dari variabel kinerja manejerial
yakni sebesar 28,45 dari tujuh item pernyataan atau sebesar 4,06. Dengan demikian
nilai rata-rata variabel job relevant information tidak mampu mewakili setiap rerata
dari variabel kinerja manejerial sehingga dapat disimpulkan bahawa job relevant
information tidakl berpengaruh terhadap kinerja manejerial.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa job relevant information
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa
hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa job
relevant information memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial
pemerintah daerah. Dimana otoritas atasan adalah mutlak sehingga tujian yang
ditetapkan bersifat subyejktif serta menekan bawahan . tekanan tersebut
menyebabkan manejer atau kepala bagia setingkat manejer tidak memberikan
informasi yang dimilikinya kepada atasan. Karena informasi yang memfasilitasi
pembuatan keputusan yang relevan dengan tugas tidak lengkap maka keputusan yang
diambil pun tidak optimal . dengan demikian kinerja manejerial sebagai individu
anggota organisasi dalam kegiatan – kegiatan manejerial juga tidak optimal (Imam
Ghozali, 2005).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Esha (2016)
dan Rison (2017) dimana job relevant information tidak mempunyai pengaruh
terhadap kinerja manajerial pemerintah.
4. Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggarn
Terhadap Kinerja Manejerial
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
pengendalian internal memoderasi pengaruh partisipasi anggarn terhadap kinerja
manajerial. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau Moderated Regressian
Analysis (MRA) dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pengendalian
internal memperkuat hubungan partisispasi anggaran terhadap kinerja manajerial,
dengan demikian hipotesis keempat diterima.
Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam
operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan uang handal dan
menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Ismalia (2015)
Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan
keuangan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana
menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi
yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Wardani, 2010).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Desy Amalia Candrakusuma
dan Bambang Jatmiko (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Pengendalian intern yang efektif
merupakan komponen manajemen organisasi yang penting dan mendasar untuk
operasi yang baik dan aman. Jadi dengan pelaksanaan pengendalian intern yang
efektif akan berpengaruh pada peningkatan kinerja manajerial. Dibutuhkan
pengendalian intern yang handal untuk memastikan adanya pemisahan tugas, garis
otoritas, serta kebijakan dan prosedur terkait secara jelas.
Hal ini juga didukung dengan adanya goal setting theory yaitu tahap
penentuan tujuan atau sasaran perusahaan secara menyeluruh. Dimana anggaran
yang disiapkan untuk mendapatkan persetujuan dari manajer puncak. Setelah
mendapat persetujuan, anggaran akan disebarkan kembali ke pusat
pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian dalam kegiatan operasional
perusahaan. Pada akhirnya anggaran tersebut akan diajukan sebagai dasar dalam
mengevaluasi prestasi para pelaksananya (Kennis, 1979).
5. Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Paternalistic Culture
Terhadap Kinerja Manejerial
Hipotesis ketujuh (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
pengendalian internal memoderasi pengaruh paternalistic culture terhadap kinerja
manajerial. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau Moderated Regressian
Analysis (MRA) dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pengendalian
internal memoderasi hubungan paternalistic culture terhadap kinerja manajerial,
dengan demikian hipotesis kelima diterima.
Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam
operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan uang handal dan
menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Ismalia (2015)
Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan
keuangan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana
menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi
yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Wardani, 2010).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandariy
(2011) yang menyatakan bahwa budaya paternalistik memperkuat hubungan antara
budgetary goal characteriistics dan kinerja manajerial. Dengan adanya budaya
paternalistik yang dimana bawahan menganggap atasan sebagai orang yang
mengetahui segalanya akan merasa tidak enak jika menyampaikan kritikan terhadap
atasan sehingga adanya peluang kerja sama antara atasan dan bawahan untuk
menyampaikan sesuatu. Sehingga pengendalian internal yang diharapkan dapat
menyediakan informasi untuk menilai kinerja tidak akan terwujud.
Hal ini juga didukung dengan adanya goal setting theory yaitu tahap
penentuan tujuan atau sasaran perusahaan secara menyeluruh. Dimana anggaran yang
disiapkan untuk mendapatkan persetujuan dari manajer puncak. Setelah mendapat
persetujuan, anggaran akan disebarkan kembali ke pusat pertanggungjawaban sebagai
alat pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada akhirnya anggaran
tersebut akan diajukan sebagai dasar dalam mengevaluasi prestasi para pelaksananya
(Kennis, 1979).
6. Pengendalain Internal Memoderasi Pengaruh Job Relefant Information
Terhadap Kinerja Manejerial
Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
penegandalian internal memoderasi pengaruh job relevant information terhadap
kinerja manajerial. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau Moderated
Regressian Analysis (MRA) dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa
pengendalian internal tidak memoderasi hubungan job relevant information terhadap
kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis keenam ditolak.
Job relevant informasi merupakan salah satu informasi yang membantu
manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakan melalui upaya yang diinformasikan
dengan baik, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal
perusahaan (Sumadiyah, 2004). Organisasi pemerintah daerah merupakan organisasi
yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan
kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif.
Job Relevant Information meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan
yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan
efektif yang terbaik. informasi yang membantu manajer untuk meningkatkan
kinerjanya dengan informasi lebih baik. Job relevant information menjadi jenis
informasi yang sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kinerjanya.
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya (2010:412) Allah swt
berfirman dalam Q.S al-hujarat ayat 6:
ﻮُِﺤﺒُْﺼَﺘﻓ ٍَﺔﻟَﺎﮭَِﺠﺑ ﺎًﻣَْﻮﻗ اُﻮﺒﯿُِﺼﺗ َْنأ اُﻮﻨﱠَﯿَﺒَﺘﻓ ٍ َﺈَﺒِﻨﺑ ٌﻖِﺳَﺎﻓ ْﻢُﻛَءﺎَﺟ ِْنإ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ُْﻢﺘْﻠََﻌﻓ ﺎَﻣ َﻰﻠَﻋ ا
 َﻦﯿِﻣِدَﺎﻧ)٦(
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan suatu informasi harus tepat dan
akurat. Informasi disini terkait dengan pengambilan keputusan dala hal ini yaitu
proses penyusunan anggaran. Job relevant information membantu pelaksana
anggaran dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang
berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai
alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.
Implikasi dari penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya koordinasi antara
pelaksana dengan manajer dalam pembuatan keputusan dengan tugas pada sebuah
organisasi/instansi tidak lengkap maka akan mengakibatkan kesalahan dalam




Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan juga pembahasan
yang telah diuraikan mengenai Pengaruh partisipasi anggaran, paternalistic culture
dan job relevant information terhadap kinerja manejerial denagn pengendalian
internal sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kota Makassar), maka
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manejerial. Manajer yang
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan menginternalisasikan standar dan
tujuan yang ditetapkan dan mendorong kepuasan pribadi dari pekerjaan
pencapaian anggaran sehingga akan mendorong peningkatan kinerja manajerial.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran dalam suatu
instansi, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kinerja manajer dalam suatu
instansi.
2. Paternalistic culture berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya
budaya paternalistik yang dimana bawahan menganggap atasan sebagai orang
yang mengetahui segalanya akan merasa tidak enak jika menyampaikan kritikan
terhadap atasan sehingga adanya peluang kerja sama antara atasan dan bawahan
untuk menyampaikan sesuatu
3. Job relevant information tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial
pemerintah daerah. Kurangnya Job Relevant Information yang dierikan kepada
manajemen membuat Job Relevant Information mampu mempengaruhi
keterlibatan individu atau aparat pemerintah terkait keikutsertakannya dalam
penyusunan anggaran yang akan mampu mendorong pegawai atau aparat
pemerintah tersebut untuk dapat bertanggung jawab terhadap  tugas yang di
kerjakannya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
4. Pengendalian internal memoderasi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja
manajerial. Pengendalian intern yang efektif merupakan komponen manajemen
organisasi yang penting dan mendasar untuk operasi yang baik dan aman. Jadi
dengan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh pada
peningkatan kinerja manajerial. Dibutuhkan pengendalian intern yang handal
untuk memastikan adanya pemisahan tugas, garis otoritas, serta kebijakan dan
prosedur terkait secara jelas.
5. Pengendalian internal memoderasi hubungan paternalistic culture dengan kinerja
manajerial. Dengan adanya budaya paternalistik yang dimana bawahan
menganggap atasan sebagai orang yang mengetahui segalanya akan merasa tidak
enak jika menyampaikan kritikan terhadap atasan sehingga adanya peluang kerja
sama antara atasan dan bawahan untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga
pengendalian internal yang diharapkan dapat menyediakan informasi untuk
menilai kinerja tidak akan terwujud.
6. Pengendalian internal tidak memoderasi hubungan job relevant information
dengan kinerja manajerial.
B. Keterbatasan Penelitan
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi
nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei secara
normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang
sebenarnya di lapangan.
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Makassar hanya 10 SKPD
yang bersedia mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan karena permasalahan
perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta kunjungan kerja para pegawai
pada SKPD tersebut. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas
objek penelitian, bukan hanya pada sektor publik yaitu Satuan Kerja Perangkat
Daerah, tetapi juga dapat dilakukan pada sektor swasta yaitu perusahaan.
C. Saran
Adapun saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Pemerintah Kota Makassar diharapkan untuk lebih memperketat evaluasi
anggaran dengan cara meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan evaluasi
anggaran dan dengan menelusur adanya penyimpangan anggaran secara tuntas
agar pelaksanaan evaluasi anggaran dapat efektif.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga landasan teori yaitu Stewardship Theory,
agency theory dan goal setting theory. Bagi peneliti selanjutnya disarankan
menambah landasan teori yang digunakan agar hasil penelitian dapat dikaji lebih
luas. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan faktor-faktor
lain yang lebih berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
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Dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu (S1)
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Paternalistic Culture Dan Job Relevant
Information Terhadap Kinerja Manejerial Dengan Pengandalian Internal
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kota Makassar)”. Data
yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaanya serta
orientitasnya yang hanya penulis gunakan untuk kepentingan akademis. Kejujuran
dan kebenaran data yang Bapak/Ibu berikan adalah bantuan yang tidak ternilai bagi
penulis.
Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu miliki.
Namun, penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan Bapak/Ibu. Oleh
karena itu, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi
Kuesioner penelitian ini.














B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Mohon dibaca setiap pernyataan dengan teliti. Bapak/Ibu dan bapak saudara/i
cukup memberikan tanda ceklis  (√) atau silang (X) pada pilihan jawaban yang
tersedia (rentang angka 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya
satu jawaban dan setiap jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian
dengan pendapat yang diberikan :
 Sangat Tidak Setuju = 1
 Tidak Setuju = 2
 Ragu-Ragu = 3
 Setuju = 4
 Sangat Setuju = 5
C. Daftar Pertanyaan Khusus
1. Partisipasi Anggaran
No. Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat
terhadap proses penyusunan rencana
anggaran.
2. Rencana anggaran tidak akan ditetapkan
sampai saya merasa puas.
3. Saya mengadakan pertemuan dengan staf
saya untuk rencana anggaran.
4. Staf saya memberikan kontribusi dan
partisipasi aktif dalam penyusunan rencana
anggaran.
5. Pendapat saya diterima ketika menetapkan
perencanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
6. Saya meminta pendapat bawahan atau
pegawai dalam penentuan tujuan anggaran.
Sumber: Istiyani, 2009
2. Budaya Paternalistik (Paternalistic Culture)
No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Atasan seharusnya membantu karyawan
apabila mereka mengalami masalah
keluarga.
2. Atasan harus memperhatikan apakah
karyawan berpakaian pantas dan cukup
pangannya.
3. Atasan seharusnya membantu karyawannya
memecahkan masalah-masalah pribadi
mereka.
4. Manajemen seharusnya memperhatikan
bahwa anak-anak karyawannya cukup
memadai pendidikannya.
Sumber: Ritonga, 2008
3. Job Relevant Information
No. Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya selalu merasa jelas tentang informasi
yang perlukan    untuk melakukan tugas atau
pekerjaan saya
2. Saya memiliki informasi yang cukup untuk
membuat keputusan yang optimal demi
tercapainya tujuan aktivitas saya.
3. Informasi yang dibutuhkan tersedia segera
ketika diminta
4. Saya dapat memperoleh informasi strategik
yang diperlukan untuk mengevaluasi
keputusan.
5. Saya selalu mencari informasi yang tepat
untuk mendukung keputusan yang akan saya
buat.
Sumber:  Andrianto, 2013
4. Pengendalian Internal (Internal Control)
No. Pernyataan STS TS RR S SS
1. Tindakan manajemen dilaksanakan secara intensif
untuk mengurangi tindakan pegawai kurang jujur.
2. Pengelolaan atas risiko yang ada dilakukan dengan
baik.
3. Pengendalian yang ada didokumentasikan dalam
prosedur uraian, flow chart, atau form lainnya.
4. Informasi yang diperoleh dan dibutuhkan relative
cepat dan akurat.
5. Manajemen melakukan pemeriksaan terhadap




No. Pernyataan STS TS RR S SS
1. Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
penganggaran dan  waktu yang ditentukan.
2. Menilai dan mengukur kinerja yang diamati dan
dilaporkan (seperti penilaian pegawai).
3. Dilakukan proses wawancara dalam pemilihan
pegawai baru.
4. Dilakukan pengarahan dan pengembangan terhadap
pegawai.
5. Kinerja saya baik pada umumnya dinilai baik jika
anggaran yang ditetapkan dapat dicapai dan
dilaksanakan
6. Saya selalu merevisi target anggaran  yang ditetapkan
setelah berjalan 6 bulan
7. Kinerja saya baik pada umumnya dinilai baik jika
anggaran yang ditetapkan dapat d
pertanggungjawabkan
Sumber: Solina (2014) dan Sitepu (2016)
Terima Kasih atas Partisipasinya
Lampiran satatistik deskriptif
A. Statistic Dekriptif variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Partisipasi Anggaran 40 17 27 22.28 2.219
Paternalistic Culture 40 13 19 16.40 1.411
Job Relevant Information 40 18 25 20.58 1.483
Kinerja Manejerial 40 25 33 28.45 2.012
Pengendalian Internal 40 18 25 20.75 1.446
Valid N (listwise) 40
B. Staistik Deskriptif Pernyataan
1. PARTISIPASI ANGGARAN
Statistics
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6
Partisipasi
Anggaran
N Valid 40 40 40 40 40 40 40
Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.50 2.30 4.18 4.20 4.00 4.40 22.28
Sum 140 92 167 168 160 176 891
X1.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 10 25.0 25.0 25.0
RR 4 10.0 10.0 35.0
S 22 55.0 55.0 90.0
SS 4 10.0 10.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X1.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid STS 1 2.5 2.5 2.5
TS 28 70.0 70.0 72.5
RR 9 22.5 22.5 95.0
S 2 5.0 5.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X1.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 2 5.0 5.0 5.0
S 28 70.0 70.0 75.0
SS 10 25.0 25.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X1.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 2 5.0 5.0 5.0
RR 2 5.0 5.0 10.0
S 30 75.0 75.0 85.0
SS 6 15.0 15.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X1.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid RR 2 5.0 5.0 5.0
S 29 72.5 72.5 77.5
SS 9 22.5 22.5 100.0




X2.1 X2.2 X2.3 X2.4
Paternalistic
Culture
N Valid 40 40 40 40 40
Missing 0 0 0 0 0
Mean 4.02 4.12 4.18 4.05 16.40
Minimum 2 3 3 2 13
Sum 161 165 167 162 656
X2.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 3 7.5 7.5 7.5
RR 6 15.0 15.0 22.5
S 18 45.0 45.0 67.5
SS 13 32.5 32.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
X2.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 5 12.5 12.5 12.5
S 25 62.5 62.5 75.0
SS 10 25.0 25.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X2.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid S 24 60.0 60.0 60.0
SS 16 40.0 40.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 4 10.0 10.0 10.0
S 25 62.5 62.5 72.5
SS 11 27.5 27.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
X2.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 1 2.5 2.5 2.5
RR 4 10.0 10.0 12.5
S 27 67.5 67.5 80.0
SS 8 20.0 20.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
3. JOB RELEVANT INFORMATION
Statistics
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
Job Relevant
Information
N Valid 40 40 40 40 40 40
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.08 3.95 4.18 4.08 4.30 20.58
Minimum 3 3 3 3 4 18
Sum 163 158 167 163 172 823
X3.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 7 17.5 17.5 17.5
S 23 57.5 57.5 75.0
SS 10 25.0 25.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X3.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 8 20.0 20.0 20.0
S 26 65.0 65.0 85.0
SS 6 15.0 15.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X3.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 1 2.5 2.5 2.5
S 31 77.5 77.5 80.0
SS 8 20.0 20.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X3.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 3 7.5 7.5 7.5
S 31 77.5 77.5 85.0
SS 6 15.0 15.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
X3.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid S 28 70.0 70.0 70.0
SS 12 30.0 30.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
4. KINERJA MANEJERIAL
Statistics
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Kinerja Manejerial
N Valid 40 40 40 40 40 40 40 40
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4.32 4.18 4.02 4.10 3.75 4.02 4.05 28.45
Minimum 4 3 2 3 2 3 2 25
Sum 173 167 161 164 150 161 162 1138
Y1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid S 27 67.5 67.5 67.5
SS 13 32.5 32.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 1 2.5 2.5 2.5
S 31 77.5 77.5 80.0
SS 8 20.0 20.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 3 7.5 7.5 7.5
RR 6 15.0 15.0 22.5
S 18 45.0 45.0 67.5
SS 13 32.5 32.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 5 12.5 12.5 12.5
S 26 65.0 65.0 77.5
SS 9 22.5 22.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 3 7.5 7.5 7.5
RR 7 17.5 17.5 25.0
S 27 67.5 67.5 92.5
SS 3 7.5 7.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 4 10.0 10.0 10.0
S 31 77.5 77.5 87.5
SS 5 12.5 12.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Y7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid TS 1 2.5 2.5 2.5
RR 4 10.0 10.0 12.5
S 27 67.5 67.5 80.0
SS 8 20.0 20.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
5. PENGENDALIAN INTERNAL
Statistics
M1 M2 M3 M4 M5
Pengendalian
Internal
NValid 40 40 40 40 40 40
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.18 4.05 4.12 4.15 4.25 20.75
Minimum 3 3 3 4 3 18
Sum 167 162 165 166 170 830
M1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 4 10.0 10.0 10.0
S 25 62.5 62.5 72.5
SS 11 27.5 27.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
M3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 1 2.5 2.5 2.5
S 33 82.5 82.5 85.0
SS 6 15.0 15.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
M4





S 34 85.0 85.0 85.0
SS 6 15.0 15.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
M5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RR 1 2.5 2.5 2.5
S 28 70.0 70.0 72.5
SS 11 27.5 27.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Lampiran Uji Kualitas Data
A. Uji Asumsi Klasik
1. Partisipasi Anggaran
Correlations




Correlation 1 -.238 .633
**
.108 .140 .123 .420**
Sig. (2-tailed) .140 .000 .508 .389 .451 .007
N 40 40 40 40 40 40 40
X1.2 Pearson
Correlation -.238 1 .366
*
.212 .413** .102 .432**
Sig. (2-tailed) .140 .020 .188 .008 .531 .005




.366* 1 .629** .452** .390* .808**
Sig. (2-tailed) .000 .020 .000 .003 .013 .000
N 40 40 40 40 40 40 40
X1.4 Pearson
Correlation .108 .212 .629
** 1 .413** .480** .488**
Sig. (2-tailed) .508 .188 .000 .008 .002 .001




.452** .413** 1 .393* .658**
Sig. (2-tailed) .389 .008 .003 .008 .012 .000
N 40 40 40 40 40 40 40
X1.6 Pearson
Correlation .123 .102 .390
*
.480** .393* 1 .620**
Sig. (2-tailed) .451 .531 .013 .002 .012 .000




.432** .808** .488** .658** .620** 1
Sig. (2-tailed) .007 .005 .000 .001 .000 .000
N 40 40 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
2. Paternalistic culture
Correlations







Sig. (2-tailed) .018 .000 .772 .000
N 40 40 40 40 40
X2.2 Pearson
Correlation .373
* 1 .581** -.017 .569**
Sig. (2-tailed) .018 .000 .919 .000




.581** 1 .474** .995**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000
N 40 40 40 40 40
X2.4 Pearson
Correlation -.047 -.017 .474
** 1 .490**
Sig. (2-tailed) .772 .919 .002 .001




.569** .995** .490** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001
N 40 40 40 40 40
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations







Sig. (2-tailed) .018 .000 .772 .000
N 40 40 40 40 40
X2.2 Pearson
Correlation .373
* 1 .581** -.017 .569**
Sig. (2-tailed) .018 .000 .919 .000




.581** 1 .474** .995**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000
N 40 40 40 40 40
X2.4 Pearson
Correlation -.047 -.017 .474
** 1 .490**
Sig. (2-tailed) .772 .919 .002 .001




.569** .995** .490** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001
N 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3. Job Relevant Information
Correlations






-.309 -.101 -.244 .429**
Sig. (2-tailed) .002 .053 .535 .129 .006
N 40 40 40 40 40 40
X3.2 Pearson
Correlation .468
** 1 .130 .195 .056 .728**
Sig. (2-tailed) .002 .424 .229 .734 .000
N 40 40 40 40 40 40
X3.3 Pearson
Correlation -.309 .130 1 .663
**
.359* .541**
Sig. (2-tailed) .053 .424 .000 .023 .000
N 40 40 40 40 40 40
X3.4 Pearson
Correlation -.101 .195 .663
** 1 .361* .666**
Sig. (2-tailed) .535 .229 .000 .022 .000
N 40 40 40 40 40 40
X3.5 Pearson
Correlation -.244 .056 .359
*
.361* 1 .451**
Sig. (2-tailed) .129 .734 .023 .022 .004
N 40 40 40 40 40 40
Job Relevant Information Pearson
Correlation .429
**
.728** .541** .666** .451** 1
Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .004
N 40 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
4. Kinerja manejerial
Correlations




.162 .339* .648** .189 .030 .568**
Sig. (2-tailed) .000 .317 .033 .000 .243 .856 .000
N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y2 Pearson
Correlation .693
** 1 .118 .126 .616** .218 .328* .652**
Sig. (2-tailed) .000 .470 .437 .000 .176 .039 .000
N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y3 Pearson
Correlation .162 .118 1 .385
*
.640** -.181 -.047 .494**
Sig. (2-tailed) .317 .470 .014 .000 .263 .772 .001




.126 .385* 1 .605** -.100 -.014 .457**
Sig. (2-tailed) .033 .437 .014 .000 .541 .934 .003




.616** .640** .605** 1 .043 .147 .776**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .792 .367 .000
N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y6 Pearson
Correlation .189 .218 -.181 -.100 .043 1 .247 .440
**
Sig. (2-tailed) .243 .176 .263 .541 .792 .124 .005




-.047 -.014 .147 .247 1 .481**
Sig. (2-tailed) .856 .039 .772 .934 .367 .124 .002




.652** .494** .457** .776** .440** .481** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .003 .000 .005 .002
N 40 40 40 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
5. Pengendalian Internal
Correlations




Correlation 1 .158 .013 .113 .197 .560
**
Sig. (2-tailed) .330 .935 .486 .224 .000
N 40 40 40 40 40 40
M2 Pearson
Correlation .158 1 .247 .268 .173 .571
**
Sig. (2-tailed) .330 .125 .095 .285 .000
N 40 40 40 40 40 40
M3 Pearson
Correlation .013 .247 1 .570
**
.482** .669**
Sig. (2-tailed) .935 .125 .000 .002 .000
N 40 40 40 40 40 40
M4 Pearson
Correlation .113 .268 .570
** 1 .359* .662**
Sig. (2-tailed) .486 .095 .000 .023 .000
N 40 40 40 40 40 40
M5 Pearson
Correlation .197 .173 .482
**
.359* 1 .701**
Sig. (2-tailed) .224 .285 .002 .023 .000




.571** .669** .662** .701** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 40 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).






Alpha N of Items
.840 5




Cronbach's Alpha N of Items
.743 6
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.775 7
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.705 6
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.773 8






Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation 1.09594606




Asymp. Sig. (2-tailed) .166






1 Partisipasi Anggaran .941 1.063
Paternalistic Culture .941 1.062
Job Relevant Information .622 1.607
Pengendalian Internal .640 1.563








T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.168 2.430 .892 .378
Partisipasi Anggaran .020 .042 .082 .483 .632
Paternalistic Culture .037 .089 .070 .418 .678
Job Relevant Information -.046 .076 -.114 -.596 .555
Pengendalian Internal -.069 .099 -.134 -.695 .492
a. Dependent Variable: RES2
Lampiran Uji Hipotesis
A. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .835a .696 .671 1.154
a. Predictors: (Constant), Job Relevant Information, Partisipasi
Anggaran, Paternalistic Culture
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 109.977 3 36.659 27.539 .000a
Residual 47.923 36 1.331
Total 157.900 39
a. Predictors: (Constant), Job Relevant Information, Partisipasi Anggaran, Paternalistic Culture






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 4.904 3.451 1.421 .164
Partisipasi Anggaran .175 .085 .193 2.049 .048
Paternalistic Culture 1.174 .135 .823 8.710 .000
Job Relevant Information .019 .130 .014 .143 .887
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
B. Uji Regresi Moderasi Atau Moderated Regression Analysis (MRA)
1) Uji Regresi Tanpa Interaksi






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 23.760 5.312 4.473 .000
Partisipasi Anggaran .107 .150 .118 .713 .480
Pengendalian Internal .111 .230 .080 .484 .631
Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.165 3.347 3.336 .002
Paternalistic culture .898 .111 .808 8.111 .000
Pengendalian Internal -.052 .139 -.037 -.372 .712
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)\






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 22.863 5.109 4.475 .000
Job Relevant
Information .336 .271 .248 1.243 .222
Pengendalian Internal -.064 .278 -.046 -.231 .818
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
Sumber : Output SPSS 16 (2019)
2) Uji Regresi Dengan pendekatan Uji Interaksi atau Moderated Regression Analysis
(MRA)
Model Summary
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
.720 1.065
Predictors: (Constant), X3*M, paternalistic culture, Partisipasi Anggaran,Job
Relevant Information, Pengendalian Internal, X1*M, X2*M
Hasil ujin f – Uji simultan (Moderasi)
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 121.584 7 17.369 15.305 .000a
Residual 36.316 32 1.135
Total 157.900 39
a. Predictors: (Constant), X*M, Partisipasi Anggaran, Paternalistic Culture,Job
Relevant Information, Pengendalian Internal, X1*M, X2*M
b. Dependent Variable: Kinerja Manejerial







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.411 5.485 .257 .799
Partisipasi Anggaran .336 .103 .370 3.270 .003
Paternalistic Culture 1.049 .150 .944 7.004 .000
Job Relevant
Information .106 .177 .078 .596 .555
Pengendalian Internal .181 .229 .130 .791 .435
X1*M 063 .022 .396 2.819 .008
X2*M .076 .021 .306 2.209 .047
X3*M
.015 .024 .108 .638 .528
a. Dependent Variable: Kinerja Manejerial
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